Analisis pemberdayaan ekonomi perempuan melalui

program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah desa Leran Kulon kecamatan Palang kabupaten tuban dalam perspektif Ekonomi Islam : studi kasus pada anggota Aisyiyah Ranting Leran Kulon by Indarti, Sri
 
 
ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI 
PROGRAM SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) DI KSPPS 
CAHAYA PUNDI SAKINAH DESA LERAN KULON, KECAMATAN 
PALANG, KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 



















UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

























































Skripsi yang berjudul “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 
Melalui Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dalam 
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Anggota Aisyiyah Ranting Leran 
Kulon)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan program SPP dalam 
upaya meningkatkan perekonomian anggota Aisyiyah di KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan, dan untuk 
mengetahui tinjauan ekonomi Islam mengenai pemberdayaan ekonomi 
perempuan melalui program SPP di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. 
Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan didukung dengan data 
dokumentatif serta literatur pendukung yang relevan. Wawancara dilakukan 
dengan tiga orang pengurus dan enam anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
yang mendapatkan pinjaman modal usaha untuk menggali permasalahan yang 
peneliti angkat. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif 
analitis. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan peningkatan kualitas dan 
kapabilitas SDM, pendapatan, tabungan, konsumsi, dan produksi anggota KSPPS 
Pundi Sakinah setelah anggota mendapatkan pinjaman SPP. Kendala yang 
dihadapi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah antara lain: kurang tersedianya SDM 
yang berkualitas, penggunaan pinjaman modal yang tidak sesuai, dan kurang 
lancarnya anggota dalam pengangsuran. Tinjauan ekonomi Islam terhadap 
program SPP KSPPS Cahaya Pundi Sakinah sudah sesuai dengan prinsip 
pemberdayaan ekonomi perempuan perspektif ekonomi Islam antara lain: prinsip 
al-‘adl, prinsip persamaan, prinsip partisipasi, prinsip etos kerja, dan prinsip 
ta’awun. Sedangkan dalam perhitungan pembiayaan mud{a<rabah sudah sesuai 
dengan fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini, di era reformasi kemiskinan masih menjadi salah satu 
masalah besar yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Kemiskinan masih terus 
melanda Negara Indonesia meskipun negara mengalami kemajuan ekonomi. 
Terhitung banyaknya perusahaan, pabrik-pabrik industri dan perkantoran 
yang berdiri di Indonesia terkadang masih belum dapat mengentaskan 
kemiskinan yang terjadi. Banyak pabrik-pabrik dan perkantoran yang 
memberikan lowongan pekerjaan bagi seseorang yang memiliki riwayat 
pendidikan minimal SMA/sederajat. Namun, dapat diketahui bahwa yang 
dikategorikan sebagai penduduk miskin rata-rata pendidikan yang telah 
ditempuh hanyalah sampai di Sekolah Dasar (SD). Dalam kasus ini, tidak 
menutup kemungkinan bahwa seseorang yang memiliki pendidikan rendah 
tidak memiliki peluang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan 
ataupun perkantoran. Sehingga, dalam hal ini tingkat pengangguran akan 
meningkat dan kemiskinan akan terus melanda. 
Bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 
2018 lalu, kita dapat mengetahui bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk 
dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di 
Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), jumlah tersebut 
mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 633,2



































ribu orang dibandingkan dengan bulan September 2017 lalu yang mencapai 
26,58 juta orang (10,12 persen). 1  Meskipun tingkat kemiskinan yang 
dikatakan turun, namun kesenjangan sosial masih terus melanda antara 
masyarakat menengah ke bawah dengan masyarakat menengah ke 
atas.Kurangnya keterampilan sumber daya manusia dan distribusi 
pendapatan yang tidak merata dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab 
kemiskinan terjadi. Meskipun seseorang memiliki keterampilan namun tidak 
memiliki dukungan dana dalam merealisasikan suatu pekerjaan, tetap saja 
orang tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Hal ini, membuat 
jurangantara si miskin dan si kaya semakin lebar di Indonesia. 
Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur pada bulan Februari 
2018 lalu mengungkapkan keadaan menjadi lebih baik dibandingkan pada 
bulan Februari dan Agustus tahun 2017 lalu. Hal ini dapat diindikasikan 
dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah 
pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan 
indikator utama perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah 
angkatan kerja. Jumlah TPT di Jawa Timur pada Februari 2018 sebesar 3,85 
persen atau turun sebesar 0,15 poin persen dibandingkan pada bulan Agustus 
2017 dengan TPT sebesar 4,00 persen.2 Meskipun kondisi yang menunjukkan 
bahwa tingkat pengangguran di Jawa Timur mengalami penurunan namun 
                                                          
1 Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen” 
dalam http://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/ diakses pada tanggal 23 November 
2018 pukul 12:20.  
2 Bappeda Provinsi Jawa Timur, “Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur 3,85%” dalam 
http://bappeda.jatimprov.go.id/2018/05/10/ diakses pada tanggal 23 November 2018 pukul 12:53. 



































tetap diperlukannya sebuah upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat miskin. Upaya pemberdayaan ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan ekonomi kerakyatan agar dapat meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan pekerjaan guna 
membebaskan rakyat dari masalah kemiskinan. Hal ini sudah sesuai dengan 
prinsip dan tujuan pemberdayaan yang terkandung dalam UU No. 20 Tahun 
2008. 
Pemberdayaan merupakan sebuah upaya dalam aspek muamalah yang 
sangat penting terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di 
dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa perubahan adalah hal yang 
terpenting, di mana perubahan dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu 
dengan pemberdayaan oleh lembaga terkait. Sebagaiman firman Allah SWT 
dalam QS: Ar-Ra’d ayat 11 sebagai berikut: 
ِْهْيََديْ ِْيَـبْْنِمٌْتاَب ِقَعُمُْهَلْ ْ ِهللَّاِْرَْمأْْنِمَُْهنُوظَفَْيَِْهِفْلَخْْنِمَوْْـُيْ ٰهتََّحٍْمْوَِقبْاَمُْ ِيَغُـيَْلَ َْهللَّاْهنِإْاَمْاُو  ِيَغ
ِْنوُدْْنِمُْْمَلَْاَمَوُْْۚهَلْهدَرَمَْلَفْاًءوُسٍْمْوَِقبُْ هللَّاَْدَاَرأْاَذِإَو  ْْْمِهِسُفْـَنِبٍِْلاَوْْنِمِْه  
Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu 
menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya 
atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan diri 
mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu 
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia.3 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu 
kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Dalam hal ini 
                                                          
3 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita, (Jakarta: 
Wali Oasis Terrace Recident, 2010), 250. 



































terlihat sangat jelas bahwa umat manusia diminta untuk berusaha dan 
berupaya untuk mencapai suatu perubahan dalam kehidupannya. Salah satu 
upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat. 4  Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah solusi yang 
terbaik untuk dilakukan jika kehidupan masyarakat ingin berubah menjadi 
lebih baik lagi. Suatu perubahan hidup dapat dicapai ketika tingkat 
kemiskinan semakin menurun, partisipasi kerja baik laki-laki maupun 
perempuan seimbang, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dan 
pendapatan semakin meningkat. Dengan pemberdayaan, masyarakat akan 
lebih berdaya dan lebih produktif untuk meningkatkan kesejahteraan 
keluarganya. 
Bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diolah 
kembali, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia 51,7% 
dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 88,5%. Hal ini 
mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia 
masih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi kerja laki-laki.5 Dalam 
kasus rendahnya tingkatnya partisipasi angkatan kerja dapat disebabkan oleh 
suatu keterbatasan yang tengah melanda kaum perempuan seperti 
terbatasnya peluang dan kesempatan dalam mengakses dan mengontrol 
sumber daya, skill atau keterampilan yang minim, dan pendidikan yang 
                                                          
4 Tomi Hendra, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an”, Hikmah, Vol. XI, No. 
02, (Desember, 2017), 31. 
5 Anifatus Solihah, “Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industry Bulu Mata Sokawera 
Cilongok Banyumas), (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerko, 2016), 1. 
 



































rendah. Beberapa permasalahan tersebut sering kali melanda kaum 
perempuan ketika ingin berkiprah di dunia kerja.  
Idealnya, kaum perempuan menginginkan sebuah keadilan dan 
persamaan peran pada segala dimensi dalam kesehariannya dengan kaum 
laki-laki, seperti halnya keadilan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. 
Akan tetapi, keinginan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Misalnya 
pada pada dimensi ekonomi, perempuan seringkali tidak memiliki peran aktif 
dalam ekonomi keluarga. Ketidaksetaraan muncul di kehidupan masyarakat 
ketika perempuan menikah. Perempuan yang sudah menjadi seorang istri 
mayoritas hanya menjadi seorang ibu rumah tangga dan selalu bergantung 
pada pendapatan dari suaminya. Maka dari itu, pemberdayaan ekonomi 
perempuan menjadi sebuah solusi yang terbaik saat ini agar kaum perempuan 
menjadi lebih berdaya, produktif, dan terampil.  
Salah satu lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan 
pemberdayaan untuk menopang ekonomi masyarakat adalah dengan adanya 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Banyaknya kasus mengenai kesulitan 
akses modal usahadengan meminjam dana di bank yang memiliki 
persyaratan yang kaku sehingga para pengusaha kesulitan untuk 
mengembangkan usahanya karena minimnya modal yang dimiliki. Hadirnya 
sebuah LKM di Indonesia bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat 
mengakses keuangan di samping lembaga keuangan lainnya, khususnya bagi 



































pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UKM).6 Dan pada saat ini, banyak 
LKM sudah dapat berkembang pesat yaitu dengan menawarkan produk-
produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 
Timur yang banyak dikenal dengan sebutan “Kota Wali” terdapat koperasi 
khusus wanita yang tersebar di beberapa kecamatan. Berikut adalah data 
jumlah koperasi wanita dan anggota koperasi:  
Tabel 1.1  
Data Jumlah Koperasi Wanita dan Anggota Koperasi Wanita di Kabupaten 
Tuban Tahun 2018 
 
Kecamatan Jumlah Koperasi Wanita Jumlah Anggota 
Kenduruan 2 111 
Bangilan 2 97 
Senori 8 541 
Singgahan 4 251 
Montong 11 937 
Palang  14 1.078 
Widang 8 1.376 
Soko 12 1.155 
Rengel 11 1.040 
Plumpang 12 1.142 
Sumber:  Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia (2018), Data Diolah.7 
Dari data di atas, dapat kita ketahui bahwa perkembangan koperasi 
wanita di Kabupaten Tuban cukup pesat. Banyaknya koperasi wanita yang 
berdiri, tujuan pendiriannya tak lain adalah untuk memberdayakan kaum 
perempuan. Namun dari banyaknya koperasi wanita di atas, pelaksanaan 
programnya masih menggunakan cara konvensional. Berbeda dengan objek 
                                                          
6  Siti Rohmah, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jibaal dan BMT Mekar Dakwah 
Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 
1. 
7 Departemen Koperasi, “Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia” dalam http://nik.depkop.go.id diakses pada tanggal 25 November 2018 pukul 12:32. 



































penelitian ini yang merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah (KSPPS) yang dalam pelaksanaan programnya menggunakan akad-
akad yang disesuaikan dengan syariat Islam. 
Di Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban terdapat 
lembaga keuangan syariah yang bernama KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 
Koperasi ini didirikan oleh anggota organisasi Aisyiyah ranting leran kulon 
yang juga tergabung dalam majelis taklim setelah mendapatkan tawaran dari 
Dinas Koperasi Kabupaten Tuban dan dana hibah dari Gubernur Jawa Timur. 
Aisyiyah dikenal oleh masyarakat sebagai organisasi perempuan Islam 
Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan beserta istrinya. 
Organisasi ini muncul akibat ketidaksetaraan pendidikan dan peran seorang 
perempuan di masa itu dan belum mendapatkan tempat yang layak dalam 
masyarakat. 8  Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, organisasi ini 
mengutamakan kepada perempuan-perempuan untuk aktif dalam kegiatan-
kegiatan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, sosial dan lingkungan 
hidup. Sementara itu, program pemberdayaan perempuan yang dilakukan 
Aisyiyah dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan perempuan agar 
sederajat dengan laki-laki.9 
Struktur pimpinan Aisyiyah terdiri atas: Pimpinan Pusat Aisyiyah 
(pimpinan organisasi tingkat nasional), Pimpinan Wilayah Aisyiyah 
                                                          
8 Puspita Handayani, “Aisyiyah dan Ekonomi Kreatif: Usaha Pemberdayaan Perempuan Melalui 
Pengembangan Kewirausahaan Keluarga di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”, 
Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis & Call For Paper FEB UMSIDA, (2016), 384. 
9 Dewi Ayu Hidayati, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Perempuan Islam Aisyiyah 
Provinsi Lampung”, Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 2, 88. 



































(pimpinan organisasi tingkat provinsi), Pimpinan Daerah Aisyiyah 
(pimpinan organisasi tingkat kab/kota), Pimpinan Cabang Aisyiyah 
(pimpinan organisasi tingkat kecamatan), dan Pimpinan Ranting (pimpinan 
organisasi tingkat desa). Sebagai organisasi perempuan yang  bergerak dalam 
bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyiyah diharapkan mampu 
menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan 
masyarakat khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan. 
Dengan visi “tertatanya kemampuan organisasi dan jaringan 
aktivitas  pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat”, Aisyiyah melalui Majelis Ekonomi bergerak di 
bidang  pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta 
pengembangan- pengembangan ekonomi kerakyatan. 
Beberapa program pemberdayaan diantaranya: Mengembangkan Bina 
Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA) dan Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM). Saat ini Aisyiyah memiliki dan membina Badan Usaha 
Ekonomi sebanyak 1426 buah di Wilayah, Daerah dan Cabang yang berupa 
badan usaha koperasi, pertanian, industri rumah tangga, pedagang kecil atau 
toko. Dalam bidang pendidikan Aisyiyah mengembangkan 
berbagai  program untuk menangani masalah pendidikan dari usia pra TK 
sampai Sekolah Menengah Umum dan Keguruan. Dalam bidang kesehatan 
Aisyiyah  berupa Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan 
Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu secara keseluruhan  berjumlah 280 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam bidang keagamaan 



































Aisyiyah mempunyai program majelis-majelis tablig, Dengan visi untuk 
menjadi organisasi dakwah yang mampu memberi pencerahan kehidupan 
keagamaan untuk mencapai masyarakat madani, Majelis Tabligh 
mengembangkan gerakan-gerakan Dakwah Islam dalam seluruh aspek 
kehidupan, menguatkan kesadaran keagamaan masyarakat, mengembangkan 
materi, strategi dan media dakwah, serta meningkatkan kualitas 
mubalighat.10 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah merupakan salah satu lembaga 
keuangan syariah yang memusatkan pada pemberdayaan ekonomi khususnya 
kaum perempuan. Keseluruhan anggota dari KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
adalah anggota dari organisasi Aisyiyah ranting Leran Kulon. Koperasi ini 
memfokuskan kegiatannya untuk membantu keuangan para ibu-ibu rumah 
tangga disekitar untuk melakukan kegiatan produktif guna meningkatkan 
pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.  
Program pemberdayaan ekonomi perempuan yang diselenggarakan 
oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah berupa Program Simpan Pinjam Khusus 
Perempuan (SPP). Tujuan dari program SPP ini adalah mampu memberikan 
pinjaman tambahan modal usaha bagi anggota koperasi. Melalui pemberian 
pinjaman modal usaha ini, koperasi diharapkan mampu berperan dalam 
pengembangan potensi kegiatan simpan pinjam di pedesaan, memfasilitasi 
kemudahan anggota koperasi untuk mendapatkan bantuan modal usaha 
                                                          
10  Dwi Astuti, “Muhammadiyah dan Pemberdayaan Perenmpuan”, dalam 
http://www.academia.edu/5252429/muhammadiyah_dan_pemberdayaan_perempuan diakses pada 
tanggal 28 Juli 2019 pukul 20:40. 



































khususnya usaha skala mikro, memenuhi kebutuhan pendanaan sosial dasar, 
dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta 
mengentaskan masalah kemiskinan rumah tangga di wilayah pedesaan.11 
Realisasi program SPP pada KSPPS Cahaya Pundi Sakinah yaitu 
dengan memberikan pinjaman modal kerja agar dapat digunakan sebagai 
tambahan modal usaha bagi kaum perempuan khususnya kepada ibu-ibu 
rumah tangga untuk mengembangkan usaha mikro yang 
dijalankannya.Ketika anggota kesulitan mendapatkan dana untuk 
mengembangkan usahanya, KSPPS dengan sukarela memberikan bantuan 
modal usaha dan maju bersama-sama untuk mengembangkan usaha tersebut. 
Dalam penyaluran modal pinjaman koperasi menggunakan pembiayaan 
dengan akad mud{a<rabah dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi 
perempuan ini. Sedangkan dalam kegiatan simpan pihak koperasi memiliki 
beberapa produk simpanan antara lain: simpanan sukarela, simpanan hari 
raya, dan simpanan pendidikan. Dalam pengelolaan dana, koperasi ini 
berlandaskan pada syariat Islam. Sedangkan dana yang dimiliki untuk 
melaksanakan program tersebut, koperasi menggunakan dana hibah dari 
Gubernur Jawa Timur serta simpanan-simpanan dari para anggota koperasi.12 
Alasan peneliti tertarik dengan topik ini karena KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah adalah agen pemberdayaan ekonomi perempuan sertasatu-satunya 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berada di 
                                                          
11  Oktarina Dwi Handayani, “Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Salah Satu Sarana 
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pedesaan Menurut Pandangan 
Islam”, THE 1st UICIHSS, 365. 
12 Umi Salamah, Ketua KSSPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 20 Oktober 2018. 



































Desa Leran Kulon dimana keseluruhan anggotanya adalah berjenis kelamin 
perempuan dan anggota dari koperasi ini merupakan berasal dari organisasi 
Aisyiyah ranting Leran Kulon. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian memahami, mengkaji, dan menganalisis tentang 
peranan program SPP dalam upaya meningkatkan perekonomian anggota 
Aisyiyah di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, kendala-kendala yang dihadapi 
oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dalam proses pemberdayaan ekonomi 
perempuan. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui tinjauan dalam 
ekonomi Islam terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan yang 
dilaksanakan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. Sehingga penulis mencoba 
untuk melakukan penelitian berjudul: “Analisis Pemberdayaan Ekonomi 
Perempuan Melalui Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, 
Kabupaten Tuban dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada 
Anggota Aisyiyah Ranting Leran Kulon)”.  
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Kemiskinan adalah masalah terbesar Negara Indonesia. 
b. Kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya semakin melebar. 



































c. Ketidaksetaraan gender. 
d. Tidak setaranya tingkat partisipasi kerja antara laki-laki dan 
perempuan. 
e. Kurang aktifnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga. 
f. Kesulitan akses modal sering melanda pelaku usaha mikro dan kecil 
(UMK).  
g. Peranan program SPP dalam upaya meningkatkan perekonomian 
anggota Aisyiyah di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon. 
h. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
Desa Leran Kulon dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan. 
i. Tinjauan ekonomi Islam mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan 
melalui program SPP di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran 
Kulon. 
2. Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini, supaya masalah yang diteliti tidak terlalu 
meluas, jelas, dan terarah, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini 
sebagai berikut: 
a. Peranan program SPP dalam upaya meningkatkan perekonomian 
anggota Aisyiyah di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran 
Kulon. 
b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
Desa Leran Kulon dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan. 



































c. Tinjauan ekonomi Islam mengenai pemberdayaan ekonomi 





C. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di 
atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana peranan program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) 
dalam upaya meningkatkan perekonomian anggota Aisyiyah di KSPPS 
Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon? 
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah Desa Leran Kulon dalam proses pemberdayaan ekonomi 
perempuan? 
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai pemberdayaan ekonomi 
perempuan melalui program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di 








































D. Kajian Pustaka 
Dalam melakukan penelitian, terdapat penelitian yang terkait dengan 
topik penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai referensi. Berikut 
peneliti paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
penelitian ini: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rohmah dengan judul “Pengaruh Penyaluran 
Pembiayaan  BMT Al-Jibaal dan BMT Mekar Dakwah Terhadap 
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”.13 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh penyaluran 
pembiayaan BMT terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan. Dari hasil 
uji rank sum wilcoxon menunjukkan bahwa BMT Mekar Dakwah lebih 
unggul daripada BMT Al-Jibaal dalam hal pemberdayaan ekonomi 
perempuan.  
2. Skripsi yang ditulis oleh Nika Rizqi Fitrina dengan judul “Pemberdayaan 
Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri 
Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang 
di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)”.14 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan pemberdayaan 
perempuan di KUB Serang yaitu dengan memproduksi batik dalam bentuk 
lembaran serta melakukan inovasi produk. Faktor-faktor pendukung 
                                                          
13 Siti Rohmah, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jibaal dan BMT Mekar Dakwah 
Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”, (UIN--Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 1. 
14 Nika Rizqi Fitrina, “Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga 
Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa 
Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)”, (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 
2016), 1. 



































perempuan pada KUB Serang yaitu adanya motivasi perempuan, dukungan 
keluarga, serta dukungan pemerintah dalam menjalankan usaha bersama. 
Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah kurangnya modal uang dan 
bahan baku, serta permintaan pasar yang masih tergantung di wilayah 
Kabupaten Grobogan. Peran anggota perempuan kelompok usaha bersama 
(KUB) sangat besar karena dapat memberikan peningkatan kesejahteraan 
keluarga. Anggota perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga 
setelah memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta 
memiliki penghasilan rutin setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan 
hidup.  
3. Jurnal yang ditulis oleh Ana Zahrotun Nihayah dengan judul “Pengaruh 
Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan 
Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction dalam Perspektif Ekonomi 
Islam”.15 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh program 
simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan 
terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil dan pengurangan kemiskinan. 
Sedangkan nilai-nilai ekonomi Islam pada program SPP PNPM Mandiri 
Perdesaan meliputi pemberian tenggang waktu pada nasabah yang 
mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman, tidak memberikan 
denda pada nasabah yang membayar pokok dan jasa pinjaman meskipun 
                                                          
15 Ana Zahrotun Nihayah, “Pengaruh Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan 
Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM 
Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan Tuban)”, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 
Vol.5, No. 2, (2015), 1. 



































tidak tepat waktu, menjalankan aktivitas sosial yakni pemberian sembako 
yang diberikan kepada fakir miskin dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 
4. Skripsi yang ditulis oleh Aswan Asqolani dengan judul “Analisis 
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perdesaan (PNPM-MP-SPP) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam 
Meningkatkan Pendapatan di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan, 
Kabupaten Sarolangun”.16 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata 
pendapatan rumah tangga miskin setelah menjadi pemanfaat dari bantuan 
dana bergulir simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) PNPM Mandiri 
mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata pendapatan rumah tangga 
miskin sebelum menjadi pemanfaat. Jumlah masyarakat rumah tangga 
miskin tahun 2014 mengalami penurunan dibanding jumlah masyarakat 
rumah tangga miskin tahun 2013. 
5. Skripsi yang ditulis oleh Siti Mukarromah “Implementasi SPP (Simpan 
Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program PNPM-MP terhadap 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim di Desa Tungu, Kecamatan 
Godong, Kabupaten Grobogan”.17 
                                                          
16 Aswan Asqolani, “Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perdesaan (PNPM-MP-SPP) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan 
Pendapatan di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun”, (Alumni 
Program IV Manajemen Pemerintahan Universitas Jambi), 1.  
17 Siti Mukarromah, “Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program 
PNPM-MP terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim di Desa Tungu Kecamatan 
Godong Kabupaten Grobogan”, (Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, 2014), 1. 



































Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses implementasi 
SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) sudah sesuai dengan Petunjuk 
Teknik Operasional (PTO). Program SPP memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim di Desa 
Tungu, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Terbukti bahwa 
program SPP menjadikan masyarakat lebih sejahtera, meningkatkan 


























































































































































































































































































































































































































































E. Tujuan Penelitian 
Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, dan 
rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:   
1. Untuk mengetahui peranan program SPP dalam upaya meningkatkan 
perekonomian anggota Aisyiyah di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa 
Leran Kulon. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan Desa 
Leran Kulon. 
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam mengenai pemberdayaan 
ekonomi perempuan melalui program SPP di KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah Desa Leran Kulon. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan atau 
manfaat, antara lain: 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti di bidang 
keilmuan pemberdayaan ekonomi perempuan. 
b. Dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan penelitian lebih 
lanjut yang berhubungan dengan topik penelitian yakni pemberdayaan 
ekonomi perempuan. 
 



































2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi lembaga yang diteliti, dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan 
evaluasi dalam melaksanakan program SPP pada kegiatan 
pemberdayaan ekonomi perempuan dan disesuaikan dengan perspektif 
ekonomi Islam. 
 
G. Definisi Operasional 
Dari  beberapa uraian permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan 
di atas, maka perlu didefinisikan variabel-variabel yang terdapat di dalam 
penyusunan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 
Pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh KSPPS 
Cahaya Pundi Sakinah berupa Program SPP yaitu dengan memberikan 
pinjaman modal kerja kepada kaum perempuan khususnya ibu-ibu rumah 
tangga di Desa Leran Kulon. 
2. Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) 
Program SPP KSPPS Cahaya Pundi Sakinah berupa 
simpanan/tabungan dengan akad wadi’ah dan pembiayaan dengan akad 
mud{a<rabah. Pada kegiatan simpanan KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
memiliki tiga produk simpanan antara lain: simpanan sukarela, simpanan 
pelajar, dan simpanan hari raya.  
 
 



































3. Ekonomi Islam 
Pada program SPP KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dapat diukur 
dengan menggunakan teori Adib Susilo anata lain prinsip keadilan, prinsip 
persamaan, prinsip partisipasi, prinsip etos kerja, prinsip ta’awun. Dari 
kelima teori ini digunakan untuk menganalisis kegiatan pemberdayaan 
ekonomi perempuan koperasi tersebut apakah sudah sesuai dengan 
tinjauan ekonomi Islam atau belum. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah yang digunakan penulis 
untuk mengumpulkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 
1. Data yang Dikumpulkan 
a. Data Primer 
1) Data mengenai peranan program SPP terhadap perekonomian 
anggota Aisyiyah. 
2) Data mengenai kendala-kendala yang dihadapi KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah dalam proses pemberdayaan. 
b. Data Sekunder 
1) Data profil KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 







































2. Sumber Data 
a. Sumber Primer 
Sumber primer diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi. 
Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan memberikan 
daftar pertanyaan yang telah dicantumkan dalam panduan wawancara. 
Wawancara dilakukandengan beberapa responden antara lain: 
1) Ummi Salamah selaku Ketua KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 
2) Dewi Nursinta selaku Sekretaris KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 
3) Anis Mahfudlotin selaku Bendahara KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah. 
4) Ibu Sholikah selaku anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 
5) Ibu Sukeni selaku anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 
6) Ibu Kasiyem selaku anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 
7) Ibu Muslimah selaku anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 
8) Ibu Kusnul selaku anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 
9) Ibu Napsiyah selaku anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 
b. Sumber Sekunder 
Untuk mendukung sumber data primer dalam penelitian ini, 
sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, 
pengawas KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, buku panduan, dan bahan-
bahan yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat memperoleh 
data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan guna 
menyelesaikan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, seperti 



































buku pemberdayaan, SPP, ekonomi Islam, dan metode penelitian. 
Selain itu data yang didapatkan melalui pihak KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah mengenai sejarah, visi, misi, tujuan serta struktur organisasi. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti 
dengan tiga pengurus koperasi (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan 
enam anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah yang mendapatkan 
pinjaman modal usaha.  
b. Dokumentasi 
Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengan pemberdayaan ekonomi perempuan di KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah melalui buku panduan, profil, dan laporan keuangan. 
c. Triangulasi 
Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 
bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan 
sumber data yang telah ada.18 Mekanisme dalam penelitian ini adalah 
dengan membandingkan hasil data wawancara peneliti dengan 
responden tiga pengurus KSPPS Cahaya Pundi Sakinah meliputi ketua, 
sekretaris, bendahara serta enam anggota KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah yang mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, diharapkan 
dengan teknik ini penyusun memperoleh kevalidan atau kekuatan data 
                                                          
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Penerbit 
Alfabeta, 2008), 238. 



































terkait bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan melalui 
kegiatan SPP di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah.    
4. Teknik Pengolahan Data 
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data setelah mendapatkan 
data lapangan baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna, 
keselarasan data yang ada dan berhubungan dengan 
penelitian. 19 Penulis akan mendengarkan rekaman dari hasil 
wawancara dan mengambil data dari hasil wawancara yang akan 
dianalisis. Kemudian memilah data yang sesuai dengan kebutuhan 
penulis. 
b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam 
penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah 
direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis. 20  Setelah 
editing dilakukan, peneliti akan merangkai data-data yang didapat 
danmen ceritakan atau menuliskannya dalam kalimat-kalimat yang 
digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan apa yang 
terjadi dan mempermudah dalam menganalisis data. 
c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh 
dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran 
fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari 
rumusan masalah. 21  Setelah melakukan editing dan organizing 
                                                          
19 Ibid, 240. 
20 Ibid,. 
21 Ibid,. 



































langkah terakhir yaitu menemukan jawaban dan menarik kesimpulan 
dari analisa yang dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh adalah 
sementara dan bisa berubah apabila terdapat data-data baru yang 
mendukung yang didapat saat melakukan pengumpulan data 
berikutnya. 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisa deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan, menyusun dan 
menjelaskan data yang sudah diperoleh secara menyeluruh dari lapangan, 
baik data yang diperoleh tersebut berasal dari hasil wawancara, 
dokumentasi, maupun bahan yang lainnya secara sistematis.  
Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis 
data dengan  tiga teknik analisis data antara lain:22 
a. Reduksi Data 
Reduksi data digunakan untuk merangkum, memilih hal-hal 
yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta 
membuang data-data yang tidak diperlukan dalam penelitian.23 Data 
yang direduksi dari penelitian ini adalah data-data dari trankip 
wawancara peneliti dengan beberapa responden yaitu tiga pengurus 
dan enam anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. Kemudian peneliti 
akan merangkum dan memilah jawaban dari responden guna 
mendapatkan data yang diperlukan dari penelitian ini.  
                                                          
22 Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209. 
23 Ibid, 248. 



































b. Penyajian Data 
Pada tahapan ini peneliti menyajikan data dari hasil reduksi. 
Data yang disajikan yakni berupa deskripsi hasil transkrip wawancara 
peneliti dengan responden tiga pengurus dan enam anggota KSPPS 
Cahaya Pundi Sakinah, kemudian dari data tersebut penulis dapat 
menyajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel. 
c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 
Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan 
dengan memahami lebih jelas terkait dengan deskripsi atau gambaran 
dari kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program 
SPP di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistem penulisan pada penelitian merujuk pada pedoman petunjuk teknis 
penulisan skripsi kualitatif program studi Ekonomi Syariah tahun 2017. 
Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri dari lima bab. Setiap bab 
diuraikan beberapa sub bab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok 
pembahasan. Berikut adalah sistematika penulisannya: 
BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 



































BAB II: Kerangka Teoritis atau Kerangka Konseptual. Pada bab ini 
memuat tentang teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian 
meliputi teori pemberdayaan ekonomi perempuan, teori simpan pinjam khusus 
perempuan (SPP), teori wadi’ah, teori mud{a<rabah, dan teori ekonomi Islam. 
BAB III: Data Penelitian. Pada bab ini memuat tentang deskripsi data 
secara lengkap mengenai data yang diperoleh di lapangan. Meliputi profil 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dan kegiatan pemberdayaan ekonomi 
perempuan melalui program SPP. 
BAB IV: Analisis Data. Pada bab ini memuat tentang hasil analisa data 
sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu peranan program simpan pinjam 
khusus perempuan (SPP) dalam upaya meningkatkan perekonomian anggota 
Aisyiyah di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon; kendala-
kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon 
dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan, dan tinjauan ekonomi Islam 
mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program simpan pinjam 
khusus perempuan (SPP) di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon. 
BAB V: Penutup. Pada bab ini memuat tentang memuat kesimpulan dari 
penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 



































PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN, SIMPAN PINJAM KHUSUS 
PEREMPUAN (SPP), DAN EKONOMI ISLAM 
 
A. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi 
Istilah pemberdayaan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, 
berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk bertindak atau 
berbuat sesuatu, mendayagunakan berarti berusaha untuk mendapatkan 
suatu hasil perubahan.24 
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya 
kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau 
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sebagai berikut: 
a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga mereka memiliki 
kebebasan (freedom), arti dari kebebasan ini tidak hanya bebas 
mengemukakan pendapat, namun juga bebas dari kelaparan, bebas 
dari kebodohan, bebas dari kesakitan. 
b. Memungkinkan masyarakat untuk menjangkau sumber-sumber 
produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh 
barang-barang dan jasa-jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
                                                          
24 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2015), 324. 



































c. Mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-
keputusan yang berpengaruh pada masyarakat.25 
Sedangkan, pengertian dari pemberdayaan masyarakat adalah 
sebuah perwujudan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat 
lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari permasalahan kemiskinan 
dan keterbelakangan. Dalam hal ini, pemberdayaan merupakan sebuah 
solusi yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan 
kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif guna 
mencapai tujuan perubahan sosial masyarakat.26 
Pemberdayaan masyarakat menurut Gunawan Sumodiningrat yang 
dikutip oleh Siti Muflihah Alwan  adalah sebuah upaya untuk 
memandirikan masyarakat dengan cara mewujudkan potensi skill atau 
kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Adapun pemberdayaan 
masyarakat seringkali melekat pada dua kelompok yang saling berkaitan, 
yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang 
menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. 27 Terdapat 
beberapa upaya dalam teori Gunawan Sumodiningrat yang dikutip oleh 
Agus Purbathin Hadi untuk memberdayakan masyarakat (empowering) 
                                                          
25 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT Refika Aditama, 
2014), 58. 
26  Abdul Basith, Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi 
Lemah, (Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2012), 27. 
27 Siti Muflihah Alwan, “Kontribusi BMT Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi 
pada BMT Wilayah Tangerang Selatan”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 25. 



































melalui pengkajian dari 3 (tiga) aspek: 28 Pertama, Enabling yakni 
menciptakan suasana yang kemungkinan memberikan potensi masyarakat 
untuk berkembang. Kedua, Empowering ialah memperkuat potensi atau 
kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah-langkah nyata 
untuk membuat masyarakat semakin berdaya dengan melibatkan 
penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang. Ketiga, 
Protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan 
pemantapan, pembudayaan, dan pengalaman demokrasi dimana hal ini 
merupakan suatu unsur penting untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.  
Dari beberapa teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pengertian dari pemberdayaan ekonomi adalah sebuah usaha atau cara oleh 
individu atau kelompok golongan lemah untuk mendapatkan kekuatan 
berupa materiil ataupun non materiil untuk meningkatkan harkat dan 
martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari permasalahan 
kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan diarahkan agar dapat 
meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu 
menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. 
Dalam upaya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah 
perlu adanya akses yang terdiri dari empat hal antara lain: akses terhadap 
                                                          
28  Agus Purbathin Hadi, “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi, dan Kelembagaan dalam 
Pembangunan”, Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), 2. 



































sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses 
terhadap permintaan. 
 
2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 
Pemberdayaan perempuan merupakan penerjemahan dari istilah 
women empowerment yang muncul dalam diskursus gender. Istilah ini 
muncul dikarenakan adanya keprihatinan kepada kaum perempuan yang 
telah terdiskriminasi oleh kaum laki-laki. Pemberdayaan perempuan 
menjadi penting dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain: kaum 
perempuan tidak dapat mengekspresikan kebebasan yang dimilikinya, 
tingkat pendidikan kaum perempuan cenderung lebih rendah daripada 
kaum laki-laki, hak reproduksi yang cenderung dipaksakan, serta kaum 
perempuan tertinggal dalam dunia politik. Maka dari itu, agar semuanya 
berjalan dengan seimbang maka diperlukannya upaya untuk melakukan 
kegiatan pemberdayaan agar kaum perempuan memiliki aspek kontrol 
dalam segala aspek pembangunan. Yang dapat kita ketahui bahwa tujuan 
akhir dari pemberdayaan perempuan ini adalah kesetaraan antara kaum 
laki-laki dan kaum perempuan.29 
Sementara itu, pemberdayaan perempuan menurut Karl yang 
dikutip oleh Siti Hasanah merupakan suatu proses kesadaran dan 
pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih 
                                                          
29  Minarti, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Ketrampilan Menjahit oleh Koperasi 
Wanita Wira Usaha Bina Sejahtera di Bulak Timur-Depok”, (Skripsi—UIN Syarif Hidatullah 
Jakarta, 2014), 34-35.  



































besar untuk mendapatkan kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan 
keputusan dam transformasi (transformation action) agar perempuan 
mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. 30  Kaum perempuan 
memiliki kemandirian apabila mempunyai pendapatan dan kegiatan 
ekonomi. Pendapatan menjadi faktor penting untuk kaum perempuan agar 
memiliki kekuatan dalam posisi tawar dalam setiap pengambilan 
keputusan di rumah tangga dan di luar rumah tangga termasuk keputusan 
terkait dengan nasib perempuan itu sendiri. Pemberdayaan ekonomi 
perempuan sangat berkaitan dengan model grameen bank. Bank Grameen 
dikenal sebagai organisasi kredit mikro yang didirikan di Bangladesh 
dimana bank ini memberikan pinjaman kecil kepada masyarakat golongan 
lemah tanpa membutuhkan jaminan. Sistem ini didasari dengan ide yang 
mengatakan orang miskin yang kurang menggunakan kemampuannya 
dalam segala bidang. Sistem kredit dalam bank grameen adalah 
memberikan pinjaman yang diberikan kelompok perempuan produktif 
yang tergolong dalam status sosial keluarga miskin.31 
Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pengertian dari pemberdayaan ekonomi perempuan adalah suatu proses 
kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap 
partisipasi yang lebih besar untuk mendapatkan kekuasaan dan 
                                                          
30  Siti Hasanah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan 
Pinjam Syariah Perempuan), SAWWA, Volume 9, Nomor 1, (Oktober 2013), 76.  
31 Siti Rohmah, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jibaal dan BMT Mekar Dakwah 
Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”. (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 
22. 



































pengawasan dalam pembuatan keputusan dam transformasi 
(transformation action) agar perempuan memiliki kemandirian di rumah 
tangga maupun diluar rumah tangga dan turut andil dalam kegiatan 
ekonomi. 
 
3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Perspektif Islam 
Pemberdayaan kaum perempuan merupakan usaha untuk 
memperbesar akses dan kontrol perempuan pada bidang sumber daya 
ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Pemberdayaan perempuan yang 
dilakukan oleh pengusaha mikro bukan hanya untuk mempertahankan 
kelangsungan usaha demi memenuhi kebutuhan keluarganya dan 
permasalahan gender, akan tetapi juga berupaya untuk mengurangi 
kemiskinan di negara ini.32 
Dalam Islam khususnya Al-Qur’an dan Sunnah telah banyak 
membicarakan tentang kaum perempuan. Allah telah memberikan 
kedudukan yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan yang mana 
keduanya adalah sesama ciptaan-Nya. Allah telah mengisyaratkan bahwa 
perempuan dapat menerima bagian sesuai prestasinya, hal ini terkandung 
dalam firman-Nya pada QS. An-Nisa’:32 
ِْ رِل لٍْْۚضْعَـبْٰىَلَعْْمُكَضْعَـبْۦِِهبُْ هللَّٱَْلهضَفْاَمْ۟اْوهـنَمَتَـتَْلََوْه ِِْ ٌي
ِ َنِْلاَجَاِللَوْْۖ۟اوُبَسَتْكٱْآءاَس ِنْ
َْْك َهللَّٱْهنِإ  ْْ ٓۦِهِلْضَفْنِم َْهللَّٱْ۟اوَُل ـْسَوَْْْۚبَْسَتْكٱْاه ِِْ ٌي ِ َناًميِلَعٍْءْىَشْ ِلُكِبَْنا  
                                                          
32 Abdurraafi’ Maududi Dermawan, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi 
Kreatif”, Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anarki, 164. 



































Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 
dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebahagian 
yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka 
usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka 
usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.33 
Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki 
kemampuan (potensi) dan eksistensi yang setara dengan kaum laki-laki, 
baik dari potensi sosial maupun ekonomi. Dalam Islam mengenai 
pemberdayaan ekonomi perempuan sendiri telah dicontohkan oleh Siti 
Khadijah istri dari Rasulullah SAW, yang pada saat itu menjadi saudagar 
kaya dari hasil menjadi seorang pedagang. Bahkan Rasulullah sendiri kala 
itu pernah menjadi seorang agen yang menjual barang dagangan Siti 
Khadijah. Hal ini menjadi pembuktian bahwa tidak ada perbedaan gender 
dalam kegiatan perekonomian, hal ini dikarenakan setiap makhluk 
berusaha untuk mendapat perubahan dalam hidupnya.34 
Adib Susilo menyatakan bahwa pemberdayaan Islam berasaskan 
pada keadilan, kesamaan, partisipasi, penghargaan, dan ta’awun (tolong 
menolong) melalui pendekatan dengan cara pemberian bantuan langsung, 
sarana prasarana dan memberi pertolongan secara kontinu melalui 
pengembangan skill.35 
Diantara asas-asas di atas terdapat kaitan yang sangat erat antara   
satu sama lain dimana akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut: 
                                                          
33 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita, (Jakarta: 
Wali Oasis Terrace Recident, 2010), 83.  
34 Siti Muflihah Alwan, “Kontribusi BMT Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi 
pada BMT Wilayah Tangerang Selatan”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 26.  
35 Adib Susilo, “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam”, FALAH: Jurnal Ekonomi 
Syariah, Vol. 1 No. 02 (Agustus 2016), 206. 





































a. Prinsip Al-‘Adl (Keadilan) 
Kata keadilan di dalam al-Qur’an disebutkan terbanyak setelah 
kata Allah dan ‘Ilm. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar 
bobotnya dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak 
Islam yang diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, akan 
menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia.36 
Dijelaskan dalam QS. Al-Hadid ayat 25 mengenai asas al-‘adl 
sebagai berikut: 
َْتِكْلاُْمُهَعَمْاَنْلَزْـَنأَوِْتاَن ِيَـبْلِبِْاَنَلُسُرْاَنْلَسَْرأْْدَقَلْلِبُِْساهنلاَْموُقَـِيلَْنَازيِمْلاَوَْباْْۖ ِِ ْسِق
َْلْعَـِيلَوِْساهنِللُْعِفاَنَمَوٌْديِدَشٌْسَْبِِْهيِفَْديَِدْلْاْاَنَْلزْـَنأَوْلِبُِْهَلُسُرَوُُُْرُيْنَـيْْنَمُْ هللَّاَْمْْۚ ِْيَغْ هنِإ
ٌْزِيزَعٌّْيِوَقَْ هللَّا 
Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami 
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 
bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia 
dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya 
terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, 
(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah 
mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya 
padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi 
Maha Perkasa.37 
                                                          
36 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 
80-82. 
37 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: Al-qur’an dan Terjemahan untuk Wanita, (Jakarta: 
Wali Oasis Terrace Recident, 2010), 537. 
 



































Dari penafsiran ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat 
tersebut sebagai dasar untuk mengatur dan membina masyarakat, 
maka setiap agama yang dibawa oleh para rasul memiliki asas 
keadilan. Keadilan wajib ditegakkan oleh para rasul serta pengikut-
pengikutnya dalam kehidupan masyarakat. Keadilan dapat berwujud 
pada keadilan penguasa terhadap rakyatnya, keadilan suami sebagai 
kepala rumah tangga, keadilan pemimpin atas apa yang dipimpinnya. 
Sehingga dalam hal ini, seluruh anggota masyarakat akan sama 
kedudukannya dalam hukum, sikap, dan perlakuan.   
b. Prinsip Persamaan 
Prinsip persamaan merupakan prinsip yang berdiri di atas dasar 
akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Islam 
memandang setiap manusia secara individu, bukan secara kolektif 
sebagai komunitas yang hidup dalam suatu negara. Semua manusia 
dimata Allah SWT, memiliki kedudukan sama yaitu sebagai hamba 
Allah, dan tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban. Karena hal 
ini seluruh kebutuhan dasar manusia sudah diatur secara menyeluruh, 
sehingga setiap individu kemungkinan dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhan sekunder dan tersier yang disesuaikan dengan kadar 
kesanggupannya. Dalam prinsip persamaan ini tidak ada perbedaan 
yang besar antara yang satu dengan yang lain, hanya saja yang 



































membedakan adalah kemampuan, bakat, amal, dan yang menjadi 
tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi.38 
c. Prinsip Partisipasi 
Prinsip partisipasi merupakan komponen utama dalam 
pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta 
merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Dalam prinsip 
partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan 
aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk 
suatu pembangunan baik dalam diri, kehidupan, dan lingkungan.39 
Pemberdayaan masyarakat dalam Islam harus senantiasa 
mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk 
selalu terlibat dalam proses pembangunan yang dapat berlangsung 
secara dinamis. Sehingga dalam hal ini, masyarakat akan mudah 
menyelesaikan masalah yang seddang dihadapi dan mampu 
mengambil keputusan secara bebas dan mandiri. Prinsip partisipasi 
sendiri sudah ditanamkan dengan baik kepada masyarakat muslim di 
zaman Rasulullah yang berdampak sangat baik dan 
berkesinambungan pemberdayaan diantara masyarakat pada saat 
itu.40 
 
                                                          
38 Adib Susilo, “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam..., 204. 
39  Agus Purbathin Hadi, “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan dalam 
Pembangunan”, Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), 
(2009), 5. 
40Adib Susilo, “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam..., 205. 



































d. Prinsip Penghargaan Terhadap Etos Kerja 
Dalam istilah, pengertian etos adalah karakteristik dan sikap, 
kebiasaan serta kepercayaan yang bersifat khusus mengenai individu 
atau masyarakat. Sedangkan istilah kerja merupakan segala bentuk 
amalan/pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan 
bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat. Sementara itu, etos kerja 
Islami merupakan suatu hasil kepercayaan seorang muslim mengenai 
pekerjaan itu berkaitan dengan tujuan hidupnya. Dalam ajaran Islam 
sendiri, bertujuan untuk mendorong umatnya untuk bekerja keras dan 
menumbuhkan budaya dan etos kerja yang tinggi. Sehingga dalam hal 
ini, pemberdayaan diperlukan untuk mengembangkan kemampuan 
manusia agar menjadi lebih mandiri.41 
e. Prinsip Tolong Menolong (Ta’awun) 
Dalam Islam, prinsip tolong menolong yaitu memberikan suatu 
penyelesaian yang praktis terhadap masalah ekonomi modern dengan 
mengubah sifat masyarakat yang awalnya mementingkan diri sendiri 
menjadi memiliki sifat tolong menolong. Hal ini dikarenakan, setiap 
individu didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun 
suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan 
sehingga membentuk prinsip tolong menolong. Pemberdayaan 
                                                          
41 Ibid, 205. 



































masyarakat akan menyebar lebih luas ketika individu berguna bagi 
semua pihak.42 
Dalam Islam, pemberdayaan ekonomi perempuan ditujukan untuk 
memuliakan kedudukan perempuan sesuai proporsi dan kemampuan 
ekonomi perempuan dan menjadikan kaum perempuan sebagai saudara 
kandung bagi kaum lelaki. Dalam Islam juga mengakui kemampuan sosial 
perempuan dan kemampuan beribadah secara taklif shar’i, sehingga kaum 
perempuan mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat.43 
Pemberdayaan ekonomi umat bagi perempuan juga dapat dilakukan 
dengan pemberdayaan industri dan usaha kecil. Dalam konteks 
pemberdayaan ekonomi umat memberdayakan perempuan melalui 
pengembangan industri dan usaha kecil dapat dilakukan dengan cara-cara 
berikut: 
Pertama, peningkatan akses dana bagi industri kecil untuk kegiatan 
produksi. Akses pembiayaan yang memadai dari lembaga keuangan dapat 
menciptakan modal bagi usaha industri dan pengusaha kecil. Dalam 
kegiatan penyaluran dapat berbentuk pembiayaan dan pembinaan dana 
berupa alat produksi yang dilakukan. 
Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi 
rakyat. Dengan kata lain, pengusaha-pengusaha besar harus selalu 
membantu memperlancar usaha kecil baik dari segi manajemen maupun 
                                                          
42 Ibid,. 
43 Siti Rohmah, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jibaal dan BMT Mekar Dakwah ..., 
24. 



































dari segi penyaluran hasil produksinya. Hal ini dikarenakan antara usaha 
besar dan usaha kecil itu saling bekerja sama untuk memperkuat 
perekonomian negara. 
Ketiga, harus adanya perangkat peraturan perundang-undangan 
yang memadai untuk melindungi dan mendukung pembangunan ekonomi 
rakyat, sehingga usaha kecil tidak semakin surut akibat terdapatnya usaha 
besar.44 
 
4. Indikator-indikator Dampak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 
Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan 
guna mencapai kesejahteraan melalui penguasaan beberapa faktor produksi. 
Pemberdayaan bukan hanya berdampak pada kualitas dan kapabilitas 
(kemampuan) SDM, tetapi juga meningkatkan tabungan, produksi, 
konsumsi, investasi, dan keberlangsungan lembaga koperasi itu sendiri.45 
Berikut adalah dampak pola Grameen Bank terhadap pemberdayaan 
ekonomi Anggota koperasi dan Lembaga Koperasi: 
a. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM: 
1) Adanya peningkatan jumlah anggota yang mendapatkan akses 
layanan keuangan. 
2) Peningkatan jumlah anggota yang mampu mengelola keuangan 
dengan baik setelah adanya pembiayaan. 
                                                          
44 Ridwan Mas’ud, Muhammad, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi .., 126. 
45 Siti Rohmah, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jibaal dan BMT Mekar Dakwah ..., 
23. 



































3)  Peningkatan jumlah anggota koperasi yang memiliki usaha mikro 
dan mampu mengembangkan usaha mikro. 
b. Pendapatan 
1) Adanya peningkatan rata-rata rumah tangga. 
2) Adanya peningkatan pendapatan hasil usaha mikro setelah adanya 
pembiayaan. 
c. Tabungan 
1) Peningkatan jumlah tabungan anggota. 
2) Peningkatan jumlah, jenis, dan nilai aset yang dimiliki oleh 
anggota. 
3) Peningkatan investasi selain tabungan yang dimiliki oleh anggota. 
d. Konsumsi  
1) Peningkatan jumlah konsumsi rumah tangga anggota koperasi. 
2) Peningkatan jenis dan kualitas rumah tangga anggota koperasi. 
e. Produksi 
1) Peningkatan jumlah modal dan laba usaha. 
2) Peningkatan volume produksi dan nilai penjualan. 





                                                          
46 Ibid,. 



































5. Strategi Pemberdayaan 
Strategi pemberdayaan dilakukan agar menciptakan kondisi 
masyarakat yang dapat meraih keberdayaan. Strategi pemberdayaan 
menurut Jim Ife yang dikutip oleh Zainal Kurniawan Arif adalah sebagai 
berikut: 
a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan (policy and 
planning). 
b. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik (social and political 
action). 
c. Pemberdayaan melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan 
(education and consciousness raising).47 
Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga 
tahap strategi antara lain: pertama, merekonstruksi tahap etika psikologis 
dari nilai pasif ke nilai aktif terhadap masyarakat akar rumput mengenai 
kemiskinan. Jadi masyarakat yang kurang terberdayakan diberi penjelasan, 
agar masyarakat dapat menarik minat, mencoba dan mempertimbangkan 
bahwa kemiskinan bukanlah suatu takdir bawaan dan pasrah akan 
keadaan sehingga tidak menghasilkan perubahan. Kedua, mengadakan 
upaya perubahan tingkah laku terhadap fakir miskin yang sudah sadar dan 
bersemangat tadi, dengan pendidikan keterampilan, meningkatkan 
kemampuan manajerial, pengetahuan melalui pelatihan, penyuluhan, 
                                                          
47 Zainal Kurniawan Arif, “Penerapan Islamic Empowerment Melalui Program Pembiayaan Modal 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Nurul Jannah Gresik”, (Skripsi—UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 2019), 49.  



































pendampingan, dan pengembangan teknologi informasi. Ketiga, yaitu 
mengupayakan perubahan status melalui perwujudan komitmen kemitraan 
dan suntikan dana seperti modal usaha secara struktural, setelah strategi 
pertama dan kedua dilakukan. 
 
B. Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) 
1. Pengertian Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) 
Menurut Maria Vianney pengertian SPP adalah kegiatan pemberian 
permodalan untuk kaum perempuan yang mempunyai kegiatan simpan 
pinjam.48  Sedangkan kegiatan SPP yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 
kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan 
pengelolaan dana pinjaman.49 
Pengertian lain mengenai Program SPP yang merupakan penjabaran 
dari PPK adalah suatu program SPP dalam bentuk pemberdayaan 
masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum 
nilai-nilai sosial. Konsep yang dicetuskan oleh Chamber mencerminkan 
paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, 
participatory, empowering, and sustainable”. Sedangkan menurut Subagyo, 
program SPP merupakan suatu program pengentasan kemiskinan, dengan 
                                                          
48  Riki Tri Kurniawanto, “Pengaruh Pinjaman Modal Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok 
Perempuan (SPP) Program  PNPM Mandiri Perdesaan Serta Sikap Wirausaha Terhadap 
Perkembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kec. Ambal Kabupaten Kebumen”, 
(Skripsi--Univeristas Negeri Yogyakarta, 2014), 35. 
49  Siti Hasanah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan 
Pinjam Syariah Perempuan), SAWWA, Volume 9, Nomor 1, (Oktober 2013), 77. 



































kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan, menggambarkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang 
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, agar program 
tersebut berjalan efektif.50 
Berdasarkan beberapa pengertian mengenai SPP di atas, dapat 
disimpulkan bahwa SPP adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi 
kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha 
peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan 
pinjam kaum perempuan. Kelompok SPP di dalamnya terdapat ibu-ibu 
yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan 
keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera. 
Skema kegiatan SPP terkait dengan kegiatan pemberdayaan 
ekonomi perempuan yang dilakukan oleh objek penelitian yaitu KSPPS 
Cahaya Pundi Sakinah yaitu menggunakan dua akad. Pada kegiatan 
simpan pada objek penelitian menggunakan akad wadi’ah dan kegiatan 
pinjam menggunakan akad mud{a<rabah. Berikut pemaparan mengenai akad 
wadi’ah dan mud{a<rabah. 
a. Wadi’ah 
1) DefinisiWadi’ah  (Titipan) 
Kata wadi’ah diambil dari wada’a asy-syai’a yang berarti 
meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang ditipkan oleh seseorang 
                                                          
50  Maria Vianney Chinggih Widanarto, Ketut Sudibya, “Efektivitas Program Simpan Pinjam 
Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten 
Bandung”, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.2, (2016), 256. 
 



































kepada orang lain agar dijaganya disebut dengan wadi’ah karena 
dia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan 
tersebut.51 
2) Rukun dan Syarat Wadi’ah 
Rukun wadi’ah menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul 
dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda”, atau 
dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain 
menerimanya. Rukun wadi’ah menurut jumhur ada tiga, yaitu dua 
orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan 
(wadi’ dan muwadi’). Sesuatu yang dititipkan (wadi’ah dan 
muwada’), dan sighat (ijab dan kabul).  
Sedangkan syarat-syarat wadi’ah ada tiga pula antara lain: 
a) Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang 
menerima titipan). Disyaratkan berakal dan mumayyiz 
meskipun ia belum baligh. Akad wadi’ah menjadi tidak sah 
apabila orang yang berakad itu anak kecil yang belum berakal 
dan orang gila. 
b) Wadiah (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta 
yang bisa diserahterimakan, maka tidak sah menitipkan 
burung yang diudara. Benda yang dititipkan harus benda yang 
mempunyai nilai (qimah) dan dipandang sebagai mal. 
                                                          
51 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta Pusat: PT Pena Pundi Aksara, 2009), 213. 



































c) Sighat (ijab dan kabul), seperti saya titipkan barang ini 
kepadamu”, jawabnya “saya terima”. Namun, tidak 
disyaratkan lafal kabul, cukup dengan perbuatan menerima 
barang titipan, atau diam. Diamnya sama dengan kabul 
sebagaimana dalam mu’athah pada jual beli.52 
3) Jenis-jenis Akad Wadi’ah 
a) Wadi’ah yad Amanah adalah transaksi penitipan barang/uang 
ketika pihak penerima titipan tidak diperkenankan 
menggunakan barang/uang yang ditipkan dan tidak 
bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang 
titipan yang bukan diakibatkan dari perbuatan atau kelalaian 
penerima titipan. 
b) Wadi’ah yad Dhamanah merupakan transaksi penitipan 
barang/uang ketika pihak penerima titipan dengan atau tanpa 
seizin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang 
atau titipan, dan harus bertanggung jawab terhadap 





                                                          
52 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan dan Implementasinya pada Sektor Keuangan 
Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 161. 
53 Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, (Malang: Empat Dua, 2016), 159. 










































Gambar 2.1 Skema Akad Wadi’ah 
 
b. Mud{a<rabah 
1) Definisi Mud{a<rabah 
Kata mud{a<rabah diambil dari kata adh-dharbu fil-ardhi yang 
berarti “bepergian di muka bumi untuk berdagang”. mud{a<rabah 
juga dinamakan dengan qiradh. Kata qiradh berasal dari kata qardh 
yang berarti “pemotongan” karena pemilik harta memotong 
sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan memotong 
sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan memotong 
sebagian dari keuntungannya. Selain itu, mud{a<rabah juga 
dinamakan dengan mu’amalah.54 Secara istilah, mud{a<rabah adalah 
akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana 
(shahibul maal) dan pengelola dana (mud{a<rib), seperti 
                                                          
54 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah..., 167. 



































penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Obyek 
yang diakadkan: modal, kegiatan usaha/kerja, keuntungan.55 
2) Rukun dan Syarat Mud{a<rabah 
Agar akad Mud{a<rabah menjadi sah maka ada rukun dan syarat 
yang harus dipenuhi, diantara rukunnya adalah sebagai berikut: 
a) Pihak yang berakad (sahib al-maal dan mud{a<rib). 
b) Obyek mud{a<rabah (modal dan usaha). 
c) Sighat/akad (ijab dan qabul). 
d) Nisbah (bagi hasil) 
Sedangkan syarat-syarat akad mud{a<rabah adalah sebagai berikut: 
a) Pihak yang berakad harus mempunyai kemampuan dan kemauan 
untuk bekerjasama mud{a<rabah. 
b) Obyek yang diakadkan harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang 
jelas, jenis pekerjaan yang dibiayai dan jangka waktu kerjasama 
pengelolaan dananya, dan nisbah pembagian keuntungan telah 
disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya. 
c) Sighat/akad. Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan; 
materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja serta 




                                                          
55 Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah..., 117. 
56 Ibid,.  



































3) Jenis-jenis Akad Mud{a<rabah57 
a) Mud{a<rabah Mut{laqah adalah akad kerjasama tanpa syarat (tidak 
terikat), pekerja bebas mengelola modal dengan usaha apa saja 
yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan 
dari arah mana saja yang diinginkan. Seperti pekerjaan apa, barang 
apa saja, dengan siapa pekerjaan itu dilakukan. 
b) Mud{a<rabah Muqayyadah adalah akad kerjasama dengan syarat 
(mengikat), penyerahan modal kepada pekerja disertai syarat-
syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal. Seperti pekerjaan 
tertentu, barang-barang tertentu, dan sebagainya. 
c. Skema Akad Mud{a<rabah 
 
Gambar 2.2 Skema Akad Mud{a<rabah 
 
                                                          
57 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2003), 172. 



































2. Tujuan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) 
Secara umum tujuan dari kegiatan Simpan Pinjam Khusus 
Perempuan (SPP) adalah memberikan tambahan modal bagi pemanfaat 
program. Yaitu dengan memberikan pinjaman tambahan modal usaha yang 
mana dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi 
kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha 
skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan 
memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong 
pengurangan rumah tangga miskin di usaha bagi para pemanfaat 
program.58 
3. Sasaran dan Ketentuan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan 
(SPP) 
a. Sasaran Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) 
Sasaran kegiatan SPP yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang 
produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha/kebutuhan 
sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah 
ada dimasyarakat.59 
                                                          
58  Oktarina Dwi Handayani, “Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Salah Satu Sarana 
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga din Lingkungan Pedesaan Menurut Pandangan 
Islam”, THE 1st UICIHSS, 370. 
59 Dyah Utari, “Kinerja dan Dampak Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Desa 
Wargajaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor”, (Skripsi--Institut Pertanian Bogor, 2015), 8.  



































Penentuan Rumah Tangga Miskin yang telah disebutkan oleh 
Badan Pusat Statistik didasarkan atas kemampuan rumah tangga untuk 
memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non makanan.  
Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis 
kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan. 
Secara konseptual, apabila penduduk memiliki kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi makanan yang hanya mencapai 1900 
kalori per orang per hari ditambah kebutuhan dasar non-makanan, atau 
disetarakan Rp 120.000 per orang per bulan maka penduduk tersebut 
dikategorikan sangat miskin. Apabila diasumsikan suatu rumah tangga 
memiliki jumlah anggota rumah (house hold size) rata-rata 4 orang, 
maka batas kemiskinan rumah tangga antara lain: 
1) Apabila di dalam rumah tangga tidak mampu memenuhi 
kebutuhan dasarnya sebesar 4 X Rp 120.000 = Rp 480.000 per 
rumah tangga per bulan, maka rumah tangga tersebut dikatakan 
sangat miskin. 
2) Apabila kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan 
dasarnya hanya mencapai 4 X Rp 150.000 = Rp 600.000 per rumah 
tangga per bulan, maka rumah tangga tersebut dikategorikan 
miskin. 
3) Apabila di dalam rumah tangga memiliki kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan dasarnya hanya mencapai 4 X Rp 175.000 = 
Rp 700.000 per rumah tangga per bulan, akan tetapi mampu di 



































atas Rp 600.000, maka rumah tangga tersebut dikatakan 
mendekati miskin.60 
b. Ketentuan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) 
1) Kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan 
saling mengenal minimal satu tahun. 
2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan 
dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati. 
3) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai 
sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota. 
4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan 
baik.61 
C.  Ekonomi Islam 
1. Pengertian Ekonomi Islam 
Istilah  Ekonomi berasal dari bahasa Yunani “Oikos Nomosí” yang 
artinya rumah tangga atau pemilikan. Sedangkan menurut Suherman 
Rosyidi, pendapat populer yang berkembang di masyarakat mengenai 
ekonomi adalah suatu “gejala-gejala masyarakat yang ditimbulkan oleh 
perbuatan manusia yang mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau 
untuk mencapai kemakmuran”.62 
                                                          
60 Riki Tri Kurniawanto, “Pengaruh Pinjaman Modal Kegiatan Simpan Pinjam ..., 37. 
61 Ibid,. 
62 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan 
Makro, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 4. 



































Sedangkan pengertian dari ekonomi Islam adalah sebuah sistem 
ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama halnya 
dengan konsep ekonomi konvensional lainnya, namun dalam sistem 
ekonomi ini, terdapat nilai-nilai Islam yang menjadi landasan dan dasar 
dalam segala aktifitasnya. 
Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu 
yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi 
kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam 
kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena 
menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena 
dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan 
yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.63 
Sedangkan menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya 
mempelajari tentang individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat 
religius manusia itu sendiri.64 
Berdasarkan beberapa pengertian mengenai ekonomi islam, dapat 
disimpulkan bahwa pada hakikatnya, ekonomi Islam adalah suatu upaya 
untuk memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi kepada 
manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang 
berlebihan, serta tidak membenarkan kolektifitas yang melanggar hak-hak 
                                                          
63 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2011), 14. 
64 Muhammad Abdul Mannan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti 
Wakaf, 1997), 20.  



































pereorangan, dengan berlandaskan kepada nilai-nilai Islam, yaitu Al-
Qur’an dan Sunnah.65 
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam 
Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. 
Perjanjian adalah pengikat antara individu yang melahirkan hak dan 
kewajiban. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu 
yang lama diperlukannya individu yang bersangkutan mengatur hubungan 
yang disesuaikan dengan prinsip syariah dimana diwajibkan dalam suatu 
perjanjian dibuat secara tertulis atau yang disebut dengan akad. Terdapat 
beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep 
ekonomi dalam Islam. 
Beberapa dasar hukum Islam antara lain: 
a. Al-Qur’an 
Al-Qur’an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum 
muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; 
kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah 
ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, 
antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut: 
ْْمُكَن ْـيَـبْْمُكَلاَوَْمأْاوُلُكَْتََْلََوِْْلِطاَبْلِبَِْْلِإَْاِبِْاوُلُْدتَوْْنِمْاًقِيرَفْاوُلُكْكَِتلِْماهكُْلْاِْْلاَوَْمأْ
َْنوُمَلْعَـتْْمُتْـَنأَوْ ِْثْ ِْلِْبِِْساهنلا 
                                                          
65 Fadlan, “Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam”, Al-Ihkam, Vol. V, No. 2, (2010), 272. 



































Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya 
kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu 
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.66 
Selain itu, di dalam QS. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan 
bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk 
muamalat yang halal yaitu sebagai berikut: 
َْبْلِبِْْمُكَن ْـيَـبْْمُكَلاَوَْمأْاوُلُكَْتََْلَْاوُنَمآَْنيِذهلاْاَهّـَُيأَْيَْْنَعًًَْراَ َِِْنوُكَتْْنَأْ هلَِإِْلِطاْ
ِْحَرْْمُكِبَْناَْك َهللَّاْهنِإْْْۚمُكَسُفْـَنأْاوُلُـتْقَـتَْلََوْْۚ ْمُكْنِمٍْضَارَـتاًمي  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu.67 
Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur’an melarang 
Umat Islam untuk mempergunakan cara-cara yang batil seperti 
dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, 
mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik 
suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya. 
b. Hadits 
Di dalam hadits telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum 
muamalat yang lebih terperinci daripada Al-Qur’an, hadits Nabi 
Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Ad-
                                                          
66 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: Al-qur’an dan Terjemahan untuk Wanita, (Jakarta: 
Wali Oasis Terrace Recident, 2010), 47.  
67 Ibid, 80. 
 



































Daruquthni, dan lain-lain dari Sa’id Al-Khudri ra. Menjelaskan sabda 
Rasululullah SAW sebagai berikut:  
َْرَارِضَلََوَرَرَضَلَ 
Artinya : Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah 
merugikan orang lain. 
 
3. Ruang Lingkup Ekonomi Islam 
Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi pembahasan terhadap 
berbagai perilaku manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai falah. 
Falah dapat diartikan sebagai suatu kebahagiaan dan kesejahteraan baik 
itu di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa 
perilaku ekonomi memiliki tiga permasalahan dasar, antara lain: konsumsi, 
produksi, dan distribusi. Dari ketiga aspek tersebut dipergunakan untuk 
mencapai kemaslahatan dalam kehidupan. Konsumsi harus berorientasi 
pada maslahah maksimum sehingga tetap terjaga keseimbangan antar 
aspek kehidupan. Sedangkan produksi harus dilakukan secara efisien dan 
adil sehingga sumber daya yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan 
seluruh umat manusia. Sementara itu distribusi sumber daya dan output 
harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap 
individu untuk mendapatkan peluang guna mewujudkan kemaslahatan di 
hidupnya. Apabila ketiga aspek tersebut benar-benar diperhatikan dan 
individu selalu berusaha untuk mewujudkan maslahah dalam berbagai 



































aspek, maka kehidupan manusia akan bahagia dan sejahtera di dunia dan 
akhirat (falah).68 
4. Nilai-nilai Ekonomi Islam 
a. Mengacu pada norma-norma moral Islam  
Ketika seorang individu berusaha mendapatkan harta/materi 
dengan melakukan berbagai cara, namun perlu digaris bawahi yaitu 
harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dimana harta/materi tersebut 
harus halal dan jauh dari unsur riba, tidak gharar (penipuan/curang) 
serta maysir (perjudian). 
b. Keadilan Persaudaraan Universal 
1) Keadilan Sosial 
Dalam Islam semua manusia memiliki derajat yang sama di 
hadapan Allah. Allah tidak membedakan antara yang kaya dan 
yang miskin. Yang menjadi pembeda adalah ketakwaan, ketulusan 
hati, kemampuan, dan pelayanan pada kemampuan. 
2) Keadilan Ekonomi 
Setiap individu akan mendapatkan hak ekonominya sesuai 
dengan kontribusi usahanya masing-masing pada masyarakat. 69 
Tiap-tiap individu pun harus mendapatkan apa yang menjadi 
haknya, dan bukan menghilangkan hak orang lain. Dalam hal 
                                                          
68  Muhammad Syahbudi, “Ekonomi Makro Perspektif Islam” dalam 
http://repository.uinsu.ac.id/3577/1/diktat-ok.pdf diakses pada tanggal 05 April 2019 pukul 14:39. 
69 Ahmad Mundir, dkk, Perbandingan Sistem Ekonomi (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015),137- 
138.   



































hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, Islam menempatkan 
pengaturan yang sesuai dan menetapkan norma-norma yang saling 
menguntungkan untuk keduanya. Seorang karyawan berhak atas 
upah dari hasil pekerjaannya dan tidak benar jika seorang pemberi 





                                                          
70 Veithzal Rivai, Andi Buchari, Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi, 
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 126. 


































PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI PROGRAM 
SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) DI KSPPS CAHAYA 
PUNDI SAKINAH DESA LERAN KULON, KECAMATAN PALANG, 
KABUPATEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 
 
A. Profil KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
1. Sejarah Berdirinya KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah adalah lembaga keuangan syariah 
yang didirikan oleh anggota dari organisasi Aisyiyah Ranting Leran Kulon 
yang juga tergabung dalam kegiatan majelis taklim. KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah berdiri pada tanggal 28 Desember 2015 dengan Nomor dan 
Tanggal Badan Hukum: 018/BH/XVI.28/414.055/2015. Koperasi ini 
didirikan setelah mendapatkan tawaran dari Dinas Koperasi Kabupaten 
Tuban dan dana hibah dari Gubernur Jawa Timur (Sukarwo) Rp 
25.000.000. Permodalan dalam pendirian koperasi juga berasal dari modal 
sendiri yaitu berupa dana simpanan anggota koperasi sebesar Rp 
19.483.000, sehingga total keseluruhan dana sebesar Rp 44.483.000.71 
Anggota dari KSPPS Cahaya Pundi Sakinah mayoritas berasal dari 
organisasi Aisyiyah Desa Leran Kulon, namun di dalamnya juga terdapat 
beberapa orang dari non Aisyiyah yang menjadi anggota koperasi ini. 
Orientasi koperasi ini adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk 
                                                          
71 Ummi Salamah, Ketua KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 02 April 2019. 



































anggota.72 Pemberdayaan yang dilakukan KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
semata-mata hanya untuk membantu kaum perempuan khususnya ibu 
rumah tangga miskin untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. 
Dengan adanya KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, kaum perempuan bisa lebih 
mandiri, menjadi lebih produktif, dan mampu mendapatkan tambahan 
penghasilan guna membantu suami dalam perekonomian keluarga.73 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah memfokuskan kegiatannya untuk 
membantu keuangan para ibu-ibu rumah tangga disekitar dengan 
memberikan pinjaman modal usaha agar digunakan untuk kegiatan 
produktif seperti memiliki dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam 
rangka mewujudkan keluarga sejahtera. Banyak terjadinya kasus pelaku 
usaha yang kesulitan mendapatkan modal pinjaman sehingga para 
pengusaha terhambat untuk mengembangkan usaha. Hal tersebut menjadi 
alasan utama pendirian koperasi syariah ini. Sehingga dalam hal ini, 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah berusaha membantu perekonomian dengan 
memberikan pinjaman modal usaha yang mana dapat dijadikan sebagai 
sarana untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, 
kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan 
pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum 
                                                          
72 Ibid,. 
73 Ibid,. 



































perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin di usaha 
bagi para pemanfaat program.74 
 
2. Visi, Misi, Tujuan KSPPS Cahaya Pundi Sakinah75 
a. Visi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
“Terwujudnya lembaga keuangan koperasi yang sehat, tangguh 
berkembang baik dan mandiri serta mengutamakan kesejahteraan 
anggota dan dikelola secara profesional berdasarkan pada nilai-nilai 
dan prinsip-prinsip syariah Islam”.  
b. Misi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam semua bidang 
kehidupan dengan kebersamaan melalui dukungan pembiayaan, 
pembinaan dan pendidikan. 
2) Mengembangkan sikap saling menolong di antara para anggota, 
calon anggota dan masyarakat pada umumnya. 
3) Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan simpan pinjam 
berdasarkan prinsip-prinsip dan manajemen koperasi guna 
meningkatkan kesejahteraan anggota. 
c. Tujuan KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
“Untuk meningkatkan pendapatan anggota koperasi yang memiliki 
kegiatan usaha produktif, melalui kegiatan simpan pinjam yang 
                                                          
74 Ummi Salamah, Ketua KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 02 April 2019. 
75 Standar Operasional Manajemen KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon, Kecamatan 
Palang, Kabupaten Tuban. 



































bersifat profesional kepada anggota tanpa adanya riba, memberikan 
pelayanan yang baik dan prosedur yang mudah”. 
 
3. Struktur Organisasi, Personalia, dan Deskripsi Tugas KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah76 
a. Struktur Organisasi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
 
Sumber: Standard Operasional Prosedur KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
1) Susunan Pengurus 
a) Ketua: Ummi Salamah 
b) Sekertaris: Dewi Nursinta 
c) Bendahara: Anis Mahfudlotin 
2) Susunan Pengawas 
a) Siti Mukarromah (Koordinator) 
b) Masriah (Anggota) 
 
                                                          
76 KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, (Tuban: KSPPS 
Cahaya Pundi Sakinah, 2019), 2. 



































3) Dewan Pengawas Syariah 
a) Mi’atun (Koordinator) 
b) Solikah (Anggota) 
4) Keanggotaan 
Tabel 3.1 
Laporan Perkembangan Anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 





b. Deskripsi Tugas Operasional KSPPS Cahaya Pundi Sakinah77 
1) Rapat Anggota 
Rapat Anggota Koperasi berwenang untuk: 
a) Menetapkan dan mengubah anggaran dasar, anggaran rumah 
tangga, dan peraturan lainnya. 
b) Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, 
usaha, dan permodalan koperasi. 
c) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan 
pengawas. 
d) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan 
belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. 
                                                          
77 KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, (Tuban: KSPPS 
Cahaya Pundi Sakinah, 2019), 2. 
 



































e) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas atas 
pelaksanaan tugasnya. 
f) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). 
g) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan 
pembubaran koperasi.78 
2) Pengurus 
Tugas dan Kewajiban Pengurus antara lain: 
a) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar. 
b) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana 
anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 
c) Menyelenggarakan rapat anggota. 
d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawababan 
pelaksanaan tugas. 
e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara 
tertib. 
f) Mengupayakan supaya anggaran dasar, anggaran rumah tangga 
dan peraturan lain yang berlaku bisa dijalankan anggota dengan 
baik. 
g) Wajib menangggung kerugian yang diakibatkan kelalaian.79 
 
 
                                                          
78 Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cahaya Pundi 
Sakinah, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor: 780, Pasal 33. 
79 Ibid, Pasal 42. 




































Tugas dan Kewajiban Pengawas antara lain: 
a) Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus. 
b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan 
pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus. 
c) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.80 
4) Dewan Pengawas Syariah 
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah antara lain: 
a) Memberikan nasihat kepada pengurus serta mengawasi 
kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. 
b) Memberikan pendapat kepada pengurus atas produk-produk 
syariah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai produk 
layanan. 
c) Melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah 
dalam usaha koperasi. 
d) Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi 






                                                          
80 Ibid, Pasal 49. 
81 Ibid, Pasal 59. 



































4. Produk dan Aplikasi Akad KSPPS Cahaya Pundi Sakinah82 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah merupakan lembaga keuangan 
syariah yang dijadikan sebagai tempat alternatif untuk kegiatan simpan 
pinjam khusus perempuan (SPP) baik itu untuk memenuhi kebutuhan 
anggota, calon anggota, dan masyarakat sekitar. KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah memiliki beberapa produk untuk ditawarkan pada masyarakat 
sekitarnya. Produk-produk tersebut antara lain: 
a. Penghimpunan Dana 
1) Simpanan KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
a) Simpanan Pokok 
Simpanan pokok merupakan simpanan yang hanya 
dibayar sekali oleh anggota yaitu pada awal keanggotaan 
koperasi. Dalam perjanjian, simpanan pokok tidak dapat 
diambil oleh anggota kecuali anggota yang bersangkutan 
keluar dari koperasi. Besarnya simpanan pokok disepakati 
oleh seluruh anggota koperasi dan ditetapkan dalam Anggaran 
Rumah Tangga (ART) yaitu sebesar Rp 100.000. Selain itu, 
anggota mempunyai hak atas usahanya yang disebut dengan 
Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU dibagi pada saat Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) dengan tetap berdasar pada 
kesepakatan. 
                                                          
82 Anis Mahfudlotin, Bendahara KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 02 April 
2019. 
 





































b) Simpanan Wajib 
Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayar setiap 
bulan dan besarnya simpanan wajib ditetapkan dan disepakati 
oleh seluruh anggota koperasi. Simpanan wajib tidak bisa 
diambil oleh anggota kecuali anggota tersebut keluar dari 
koperasi. Sedangkan besar simpanan wajib yang disetorkan 
yaitu minimal Rp 5.000 dan selanjutnya fleksibel. 
c) Simpanan Sukarela 
Simpanan sukarela merupakan tabungan anggota yang 
besarnya tergantung kemampuan anggota dengan besaran jasa 
sesuai dengan kesepakatan anggota yang dirumuskan dalam 
Rapat Anggota Tahunan (RAT). Simpanan sukarela ini 
menggunakan akad wadi’ah karena bentuknya adalah titipan 
dari anggota yang harus dijaga dan dikembalikan oleh 
koperasi sesuai dengan keinginan pemilik harta. 
d) Simpanan Hari Raya 
Simpanan hari raya merupakan jenis simpanan kolektif 
yamg jumlah setoran dan penarikannya telah ditentukan, 
untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya dengan 
mendapatkan bonus. Simpanan yang berjangka selama satu 
tahun ini dapat di cairkan pada saat hari raya keagamaan 



































dengan minimal simpanan Rp 10.000 dan selanjutnya 
fleksibel.83 
e) Simpanan Pelajar 
Simpanan pelajar adalah tabungan anggota yang 
dikhususkan untuk biaya pendidikan siswa mulai dari PAUD, 
TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA). Pada 
simpanan pelajar ini, besar simpanan yang disetorkan diawal 
yaitu minimal Rp 10.000 dan selanjutnya fleksibel. 
b. Penyaluran Dana 
Dalam kegiatan penyaluran dana, KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah memberikan pinjaman modal usaha untuk kegiatan 
produktif berupa pembiayaan dengan menggunakan akad 
mud{a<rabah.84 
1) Pembiayaan Mud{a<rabah 
Pembiayaan mud{a<rabah adalah akad kerjasama antara 
pihak koperasi selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan 
anggota selaku (mud{a<rib) yang mempunyai keahlian dan 
keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif 
dan halal. Pada pembiayaan mud{a<rabah, KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah menjadi pihak yang menyediakan modal 
kerja atau dana kepada anggota. Hasil keuntungan dari 
                                                          
83 Ibid,. 
84 Anis Mahfudlotin, Bendahara KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 02 April 
2019. 
 



































penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan 
nisbah (bagi hasil) yang disepakati. Pembiayaan atau 
pinjaman yang dilakukan oleh anggota adalah minimal Rp 
1.000.000 dan maksimal Rp 3.000.000 dengan jangka 
waktu 10 bulan masa pengembalian. Namun jika anggota 
tersebut aktif melakukan pembiayaan dan dikatakan lancar 
dalam pengangsuran, maka koperasi akan menambah 
volume pembiayaan terhadap anggota tersebut. 
 
5. Operasional Kerja KSPPS Cahaya Pundi Sakinah85 
Operasional kerja KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dilakukan satu 
bulan sekali yaitu pada hari minggu pekan terakhir. Kegiatan operasional 
dilakukan pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 18.00 berada di Masjid 
Al-Ittihad Dusun Plandaan, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, 
Kabupaten Tuban. Operasional kerja dilakukan satu bulan sekali 
dikarenakan adanya beberapa alasan diantaranya: pertama adalah 
ketentuan dari Dinas Koperasi yang disesuaikan dengan kegiatan majelis 
taklim Aisyiyah Ranting Leran Kulon. Alasan yang kedua adalah KSPPS 
Cahaya Pundi Sakinah merupakan koperasi pemula dan masih dalam skala 
kecil yang memiliki keterbatasan modal. Sehingga jika ada anggota yang 
ingin mengajukan pembiayaan, maka pengajuan dilakukan satu bulan 
                                                          
85 Ummi Salamah, Ketua KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 02 April 2019. 



































sebelum proses pencairan atau operasional kerja. Alasan yang ketiga 
adalah masih terkendala kurangnya ilmu tentang perkoperasian oleh pihak 
pengurus. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut, pihak pengurus selalu 
mengikuti pelatihan-pelatihan guna menambah wawasan tentang ilmu 
koperasi syariah. Koperasi yang telah berdiri selama kurang lebih tiga 
tahun ini memberikan dana pinjaman modal usaha kepada anggota untuk 




B. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Simpan Pinjam Khusus 
Perempuan (SPP) di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon, 
Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban 
Dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan, KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah menjalankan program SPP dalam membantu meningkatkan 
perekonomian anggotanya. Program SPP yang dijalankan oleh KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah dimaksudkan untuk membantu kaum perempuan khususnya 
ibu-ibu rumah tangga agar tidak terlalu bergantung atau hanya mengandalkan 
penghasilan suami dalam perekonomian keluarga sehingga kaum perempuan 
bisa lebih mandiri, memiliki peran dalam ekonomi keluarga dan memiliki 
usaha sendiri. 
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1. Pelaksanaan Program SimpanPinjam Khusus Perempuan (SPP) pada 
Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ummi Salamah selaku 
Ketua KSPPS Cahaya Pundi Sakinah menuturkan bahwa pemberdayaan 
ekonomi bagi perempuan sangatlah penting mengingat peran perempuan 
sangat penting dalam ruang keluarga maupun publik. Pemberdayaan 
perempuan merupakan proses dimana kaum perempuan lebih mampu untuk 
hidup mandiri, melepaskan diri dari ketergantungan terhadap kaum laki-
laki, dan tidak menjadi kaum yang lemah, maksudnya kaum perempuan 
sebenarnya memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam ekonomi 
keluarga. Inti dari suatu kegiatan pemberdayaan adalah membantu 
masyarakat dalam hal ini khususnya kaum perempuan untuk lebih berdaya, 
produktif, memiliki kemandirian tanpa selalu bergantung pada kaum laki-
laki, serta dapat menentukan sebuah tindakan yang harus dilakukan terkait 
dengan permasalahan diri mereka sendiri. Keberdayaan bagi kaum 
perempuan khususnya di bidang ekonomi merupakan suatu indikator 
tercapainya suatu kesejahteraan. Ketika kaum perempuan menjadi kaum 
terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan dan mendapat kebebasan untuk 
bersosialisasi di luar rumah serta memiliki pendapatan mandiri, hal-hal 
inilah yang dapat mengindikasikan tanda kesejahteraan rumah tangga 
menjadi meningkat. Dengan tercapainya kesejahteraan rumah tangga maka 
permasalahan seperti kemiskinan maupun pengangguran akan semakin 



































berkurang. Dalam kegiatan pemberdayaan ini, KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah berusaha memberikan bantuan finansial kepada semua kaum 
perempuan yang ingin memperbaiki taraf hidup keluarganya tanpa 
membatasi jenis pekerjaan ibu-ibu rumah tangga di Desa Leran Kulon.87 
Program pemberdayaan ekonomi perempuan yang dicanangkan oleh 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah adalah dengan kegiatan Simpan Pinjam 
Khusus Perempuan (SPP). SPP merupakan suatu kegiatan pemberian dana 
pinjaman untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada 
kaum perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga. Hadirnya sebuah 
koperasi syariah yang dikhususkan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi 
bagi kaum perempuan yaitu dengan memberikan akses permodalan yang 
dibutuhkan oleh pengusaha mikro dan golongan ekonomi lemah secara luas, 
mudah, dan murah. Alasan program SPP ini diberikan kepada kaum 
perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga, karena kaum perempuan lebih 
teliti dalam mengelola keuangan sehingga kami beranggapan dengan pemberian 
pinjaman modal usaha terhadap para perempuan dapat meningkatkan 
perekonomian keluarga menjadi lebih baik.88 
Pelaksanaan Program SPP pada kegiatan pemberdayaan ekonomi 
perempuan di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah yaitu memberikan pinjaman 
modal usaha berupa pembiayaan mud{a<rabah. Mekanisme agar dapat 
memperoleh pinjaman modal dari program SPP yaitu dengan cara menjadi 
anggota KSPPS terlebih dahulu. Mengikuti segala persyaratan yang 
                                                          
87 Ummi Salamah, Ketua KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 04 April 2019. 
88 Ibid,.  



































ditetapkan oleh koperasi yaitu dengan membayar simpanan pokok dan 
simpanan wajib.89 
Mekanisme pengajuan pembiayaan mud{a<rabah dilaksanakan dengan 
memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan dengan melalui beberapa 
tahap yaitu: 
a. Anggota mengisi blanko akad simpan pinjam (pembiayaan 
mud{a<rabah) dan melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi, 
yaitu dengan menyerahkan fotokopi KTP dan KK. 
b. Tidak ada jaminan yang dibebankan oleh pihak koperasi kepada 
anggota pembiayaan.  
c. Pihak pengurus koperasi melakukan survey jenis usaha yang 
dijalankan oleh anggota pembiayaan. 
d. Pihak pengurus koperasi menganalisa pembiayaan yang diajukan 
dengan analisa 5C yaitu character, capacity (capability), collateral, 
condition of economic, dan capital.90 
1)   Character (pendekatan karakter). Pendekatan character ini untuk 
mengetahui apakah sifat-sifat anggota, kebiasaan-kebiasaannya, 
cara hidupnya, dan apakah tersebut jujur dan berusaha untuk 
memenuhi kewajibannya atau tidak. 
2)   Capacity/capability (pendekatan kelayakan usaha). Pendekatan 
ini untuk mengetahui kemampuan anggota dalam mengelola 
                                                          
89 Anis Mahfudlotin, Bendahara KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 04 April 
2019. 
90 Ibid,. 



































usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman 
mengelola usahanya, dan bagaimana cara mengatasi kesulitan 
dalam usahanya.  
3)  Collateral (pendekatan jaminan). Pendekatan ini berupa jaminan 
yang bisa diambil ketika anggota benar-benar tidak bisa 
memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, pada KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah tidak membebankan jaminan apapun kepada 
anggota. Sehingga, apabila ada anggota yang kesulitan 
mengangsur, maka pihak pengurus akan memberikan 
kelonggaran untuk mengangsur tunggakan dengan menambahkan 
tenggang waktu kepada anggota. Adapun jika anggota benar-
benar kesulitan mengangsur, maka anggota diberi kemudahan 
untuk menyicil angsuran tiap minggu di bulan tersebut sampai 
tunggakan di bulan tersebut lunas. 
4)   Condition of economic. Pendekatan ini dijadikan sebagai 
pertimbangan dalam memberikan pembiayaan kepada anggota 
dengan melihat kondisi perekonomian yang dikaitkan dengan 
prospek usahanya. Terdapat usaha yang sangat bergantung pada 
kondisi perekonomiannya, maka dari itu pendekatan ini perlu 
dilaksanakan. 
5)   Capital. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi 
asset dan kekayaan yang dimiliki oleh anggota dalam 
menjalankan usahanya. Capital dijadikan sebagai acuan pihak 



































koperasi untuk menentukan kelayakan anggota untuk 
mendapatkan pembiayaan, serta seberapa besar pinjaman yang 
akan diberikan.91 
e. Setelah melakukan proses analisa 5C kepada anggota pembiayaan, 
pihak pengurus memberikan keputusan kepada anggota antara 
terealisasi atau ditolak.  
f. Setelah anggota mendapatkan persetujuan realisasi pembiayaan, 
anggota tersebut harus menyetor angsuran pembiayaan sampai 
lunas.92 
Sedangkan ketentuan dan pelaksanaan pencairan dana SPP atau 
pembiayaan mud{a<rabah dinilai dari besarnya dana pinjaman yang 
diterima oleh tiap anggota pada saat pencairan terkadang tidak sesuai 
dengan nilai pengajuan, hal ini dikarenakan untuk anggota yang pertama 
kali mengajukan pinjaman SPP disesuaikan dengan jenis usaha yang 
dijalankan dan kesanggupan pembayaran yang dilihat dari hasil survey 
lapangan oleh pengurus koperasi. 
Adapun untuk anggota yang sudah mengajukan kembali, besarnya 
pinjaman yang diperoleh didasarkan pada kondisi pinjaman sebelumnya. 
Apabila pada periode sebelumnya tidak terdapat tunggakan, maka 
anggota dapat mengajukan pinjaman dengan jumlah pinjaman yang lebih 
besar dari pinjaman sebelumnya. Akan tetapi apabila pada periode 
                                                          
91 Anis Mahfudlotin, Bendahara KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 02 April 
2019. 
92 Ibid,. 



































sebelumnya terdapat tunggakan maka pihak koperasi akan 
mempertimbangkan keputusannya akan memberikan pinjaman atau tidak. 
Namun jika anggota benar-benar membutuhkan bantuan pinjaman atau 
dalam keadaaan mendesak, maka koperasi akan memberikan dana 
pinjaman.93 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, kegiatan SPP di KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah, pada kegiatan simpan koperasi menghimpun dana dari 
anggota dengan beberapa produk simpanan yaitu: simpanan wajib, 
simpanan pokok, simpanan sukarela, simpanan pelajar, dan simpanan hari 
raya. Sedangkan untuk kegiatan pinjam, dalam menjalankan program 
pemberdayaan yaitu dengan pemberian pinjaman modal usaha kepada 
anggota dimana koperasi menyalurkan dana berupa pembiayaan dengan 
akad mud{a<rabah. Berikut adalah jumlah anggota pembiayaan mud{a<rabah 
dari tahun ke tahun. 
Tabel 3.2 
Jumlah Pembiayaan dan Anggota Pembiayaan Mud{a<rabah 
 
Tahun Jumlah Anggota Pembiayaan Jumlah Pembiayaan 
2016 43 Rp 40.655.000 
2017 62 Rp 56.705.000 
2018 59 Rp 46.155.000 
Sumber: Data Keuangan KSPPS Cahaya Pundi Sakinah yang Diolah  Peneliti, 
2019. 
 
Dari jumlah pembiayaan yang harus disalurkan kepada anggota, 
berikut adalah beberapa daftar anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah yang 
                                                          
93 Anis Mahfudlotin, Bendahara KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 02 April 
2019. 







































Daftar Pinjaman SPP KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
 
No Nama Jenis Usaha Besar 
Pinjaman/Pembiayaan 
1 Sholikah Wiraswasta 
(pedagang) 
Rp 2.000.000 
2 Sukeni Wiraswasta 
(pedagang) 
Rp 1.000.000 
3 Kasiyem Wiraswasta 
(pedagang) 
Rp 1.000.000 
4 Muslimah Wiraswasta 
(pedagang) 
Rp 2.000.000 
5 Kusnul Wiraswasta 
(penjahit) 
Rp 2.000.000 














10 Hartini Petani Rp 1.000.000 
11 Napsiyah Petani Rp 1.000.000 
12 Juminah Petani Rp 1.000.000 
13 Sujiati Wiraswasta 
(pedagang) 
Rp 2.000.000 








16 Suliyem Wiraswasta 
(pedagang) 
Rp 2.000.000 
17 Kusmiatin Wiraswasta 
(penjahit) 
Rp 2.000.000 
18 Kusmiatun Wiraswasta 
(pedagang) 
Rp 1.000.000 
19 Surani Petani  Rp 1.000.000 
20 Sariyem Petani  Rp 1.000.000 
Total Rp 32.000.000 
Sumber: Peneliti, diolah dari hasil wawancara dengan beberapa anggota 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, 2019. 
 



































Berdasarkan data sampel dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 
pemberian dana kepada masing-masing anggota disesuaikan dengan tingkat 
kebutuhan dan pengajuan pinjaman serta beragam jenis usaha yang 
dijalankan oleh anggota mulai dari dagang, penjahit,petani, dan wiraswasta. 
Adanya kegiatan SPP di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah di Desa Leran 
tidak lepas dari modal yang digunakan untuk menyalurkan program 
tersebut kepada anggota. Modal sangat menentukan keberhasilan suatu 
badan usaha, untuk itu pengurus berupaya meningkatkan permodalan yang 
berasal dari simpanan anggota. Adapun perkembangan permodalan yang 
dapat peneliti laporkan sebagai berikut:94 
 
Tabel 3.4 
Perkembangan Permodalan 3 Tahun Terakhir 
 
No Kewajiban Lancar Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 
1 Modal Sendiri Rp 31.213.000 Rp 44.259.100 Rp 50.833.700 
2 Kewajiban lancar    
 a. Simpanan Sukarela Rp 12.000.000   Rp   2.000.000 - 
 b. Simpanan Hari Raya -   Rp      550.000  Rp       610.000 
 c. Simpanan Wajib Pinjam -   Rp      500.000  Rp    1.010.000 
 d. Simpanan Pendidikan -   Rp 11.650.000  Rp    3.600.000 
 e. Dana-dana Pembagian 
SHU 
   
 - Jasa Usaha -   Rp      592.000  Rp    2.939.625 
 - Jasa Simpanan -   Rp      473.600  Rp    2.351.700 
 - Dana Pengurus -   Rp      284.160  Rp    1.411.020 
 - Dana Pengawas -   Rp        47.360  Rp       235.170 
       - Dana Karyawan -   Rp      142.080  Rp       705.510 
 - Dana Perserikatan -   Rp      118.400  Rp       587.925 
 - Dana Pendidikan -   Rp      118.400  Rp       587.925 
 - Dana Sosial -   Rp      118.400  Rp       587.925 
 Jumlah Kewajiban Lancar Rp 12.000.000 Rp 16.594.400  Rp 14.626.800 
3 Kewajiban Jangka Panjang - - - 
Total Rp 43.213.000 Rp 60.853.500 Rp 65.460.500 
                                                          
94 Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018 KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Tuban, 02 April 
2019.  




































Perkembangan Modal Sendiri 3 Tahun Terakhir 
 
No Sumber Modal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 
1 Simpanan Pokok Rp   2.100.000 Rp   5.300.000 Rp    5.600.000 
2 Simpanan Wajib Rp   1.745.000 Rp   4.095.000  Rp    6.440.000 
3 Cadangan  - Rp      473.600 Rp    2.351.700 
4 Modal Donasi/Hibah Rp 25.000.000 Rp 25.000.000    Rp  25.000.000 
5 SHU sebelum dibagi   Rp   2.368.000 Rp   9.390.500 Rp  11.442.000 





Jumlah Simpanan 3 Tahun Terakhir 
 
No Sumber Modal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 
1 Simpanan Pokok  Rp    2.100.000 Rp    5.300.000 Rp    5.600.000 
2 Simpanan Wajib  Rp    1.745.000 Rp    4.095.000 Rp    6.440.000 
3 Simpanan Sukarela  Rp  12.000.000 Rp    2.000.000 - 
4 Lain-lain (SWP) - Rp       500.000 Rp    1.010.000 
Total  Rp  15.845.000 Rp  11.895.000 Rp  13.050.000 
Sumber Data: Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018. 
Pembiayaan mud{a<rabah yang berada di KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah diperuntukkan atau disalurkan kepadapengusaha atau calon 
pengusaha yang berada di Desa Leran Kulon sebagai modal ataupun 
tambahan modal untuk usahanya masing-masing. Pembiayaan mud{a<rabah 
di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah disalurkan kepadapara pengusaha mikro, 
kecil, menengah, para pedagang maupun petani/peternak. Pembiayaan 
mud{a<rabah yang disalurkan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah jumlahnya 
minimal Rp 1.000.000 dan maksimal Rp 3.000.000. Dalam pembagian 
nisbah bagi hasil yang diberikan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
(shahibul maal) kepada anggota (mud{a<rib) sudah ditentukan di awal 



































perjanjian yaitu sebesar 65% (anggota) dan 35% (KSPPS). 95 Untuk 
mengetahui perhitungan pembiayaan mud{a<rabah serta skema pembiayaan 
mud{a<rabah dapat dijelaskan sebagai berikut:96 
1. KSPPS Cahaya Pundi Sakinah memberikan modal usaha Rp 2.000.000 
kepada Ibu Sholikah dengan periode 10 bulan. Pada saat perjanjian 
(akad) disepakati bahwa keuntungan akan dibagi 35% (KSPPS) dan 
65% (anggota), dan keuntungan bersih diasumsikan sebesar Rp 
1.000.000. Maka perhitungan pembiayaan mud{a<rabah sebagai 
berikut:97 
a. Perhitungan Pembiayaan Mud{a<rabah 
Modal Kerja : Rp 2.000.000 
Tenor  : 10 bulan 
Pendapatan : Rp 1.000.000 
Nisbah  : 35%:65% 
Bagi Hasil = 35% X Rp 1.000.000 = Rp 350.000    (KSPPS) 
   = 65% X Rp 1.000.000 = Rp 650.000     (Anggota) 
Maka keuntungan yang diperoleh KSPPS di akhir periode bisnis:     
 = Seluruh Modal + Bagian Bagi Hasil  
 = Rp 2.000.000 + Rp 350.000  = Rp 2.350.000 
 
                                                          
95 Ummi Salamah, Ketua KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 26 Mei 2019. 
96 Ibid, 20 Juli 2019. 
97Anis Mahfudlotin, Bendahara KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 20Juli 2019. 
 



































Maka keuntungan yang diperoleh Ibu Sholikah di akhir bisnis:     
= Seluruh Modal + Bagian Bagi Hasil  
= Rp 2.000.000 + Rp 650.000 = Rp 2.650.000 
Jadi, pembagian keuntungan yang didapatkan diakhir 
pembiayaan mud{a<rabah, bagi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.350.000 dan keuntungan yang 
didapatkan oleh Ibu Sholikah sebesar Rp 2.650.000. 
2. KSPPS Cahaya Pundi Sakinah memberikan modal usaha Rp 1.000.000 
kepada Ibu Sukeni dengan periode 10 bulan. Pada saat perjanjian 
(akad) disepakati bahwa keuntungan akan dibagi 35% (KSPPS) dan 
65% (anggota), dan keuntungan bersih diasumsikan sebesar Rp 
500.000. Maka perhitungan pembiayaan mud{a<rabah sebagai berikut:98 
a. Perhitungan Pembiayaan Mud{a<rabah 
Modal Kerja        : Rp 1.000.000 
Keuntungan         : Rp 500.000 
Nisbah                  : 35%:65% 
Bagi Hasil      = 35% X Rp 500.000 = Rp 175.000     (KSPPS) 
                   = 65% X Rp 500.000 = Rp 325.000     (Anggota) 
Maka keuntungan yang diperoleh KSPPS di akhir periode bisnis: 
 = Seluruh Modal + Bagian Bagi Hasil  
 = Rp 1.000.000 + Rp 175.000  = Rp 1.175.000 
                                                          
98 Ibid,. 



































Maka keuntungan yang diperoleh Ibu Sukeni di akhir periode 
bisnis:    
= Seluruh Modal + Bagian Bagi Hasil 
= Rp 1.000.000 + Rp 325.000  = Rp 1.325.000 
Jadi, pembagian keuntungan yang didapatkan diakhir 
pembiayaan mud{a<rabah, bagi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah akan 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.175.000dan keuntungan 
yang didapatkan oleh Ibu Sukeni sebesar Rp 1.325.000. 
 
Tabel 3.7 
Pembagian Keuntungan Di Akhir Periode Pembiayaan Mud{a<rabah 
 






1 Sholikah Rp 2.000.000 Rp 2.350.000 Rp 2.650.000 
2 Sukeni Rp 1.000.000 Rp 1.175.000 Rp 1.325.000 
3 Kasiyem Rp 1.000.000 Rp 1.175.000 Rp 1.325.000 
4 Muslimah Rp 2.000.000 Rp 2.350.000 Rp 2.650.000 
5 Kusnul Rp 2.000.000 Rp 2.350.000 Rp 2.650.000 
6 Napsiyah Rp 1.000.000 Rp 1.175.000 Rp 1.325.000 
7 Ummi 
Salamah 
Rp 2.000.000 Rp 2.350.000 Rp 2.650.000 
8 Dewi 
Nursinta 
Rp 2.000.000 Rp 2.350.000 Rp 2.650.000 
9 Anis 
Mahfudlotin 









































b. Skema Pembiayaan Mud{a<rabah KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
 Gambar 3.2 Skema Pembiayaan Mud{a<rabah 
   
 Mengajukan  Kelebihan 




Pembiayaan   Anggota 









Sumber: Peneliti, diolah dari hasil wawancara dengan pengurus KSPPS Cahaya   
Pundi Sakinah, 2019. 
 
Keterangan: 
1) Anggota yang kekurangan modal usaha mengajukan pembiayaan di 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 
2) Anggota yang kelebihan modal menyimpan dana di KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah untuk di kelola. 
3) KSPPS Cahaya Pundi Sakinah selaku penghimpun dana dan 
mengelola dana dari simpanan anggota untuk di salurkan ke anggota 











































2. Peranan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dalam Upaya 
Meningkatkan Perekonomian Anggota Aisyiyah KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah  
Setelah mendapatkan bantuan modal kerja dari program SPP KSPPS 
Cahaya Pundi Sakinah, anggota koperasi dapat mengembangkan 
potensinya untuk melakukan kegiatan produktivitas yaitu di bidang 
UMKM. Sebelumnya, banyak dari mereka yang kesulitan untuk mencari 
pekerjaan dikarenakan rata-rata pendidikan ibu-ibu rumah tangga di Desa 
Leran Kulon hanya sampai SD. Namun setelah mendapatkan bantuan 
modal kerja dari koperasi, anggota yang sebelumnya tidak memiliki usaha 
dan hanya bergantung pada gaji suami kini mereka bisa memiliki usaha dan 
mendapatkan tambahan penghasilan. Sementara anggota yang sudah 
memiliki usaha bisa mengembangkan usahanya dengan adanya bantuan 
modal kerja dari koperasi.99 
Menurut salah satu anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah penerima 
dana pinjaman SPP yaitu Ibu Muslimah, menuturkan bahwa sebelum 
adanya pinjaman modal usaha dari program SPP, usaha masyarakat hanya 
dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat sangat 
kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Setelah adanya program SPP 
ini, masyarakat menjadi sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidup 
dan mengembangkan usaha yang mereka jalani. Beliau juga berharap agar 
kegiatan simpan pinjam seperti ini tetap berlanjut sehingga perekonomian 
                                                          
99 Dewi Nursinta, Sekretaris KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 26 Mei 2019. 



































masyarakat akan terbantu dan meningkatnya pendapatan masyarakat yang 
produktif.100 
Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah dalam menjalankan proses pemberdayaan yang telah mereka 
realisasikan kepada anggota SPP berupa pembiayaan mud{a<rabah, maka 
peneliti mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan 
mewawancarai nasabah yang melakukan pembiayaan mud{a<rabah demi 
keberlangsungan usaha mereka. Apakah proses pemberdayaan yang 
dilakukan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dapat meningkatkan usaha 
mereka ataukah belum mampu meningkatkan usaha mereka. Berikut adalah 
data anggota sebelum dan sesudah mengajukan pembiayaan mud{a<rabah di 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah: 
Tabel 3.8 
Indikator Dampak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Anggota KSPPS 
Cahaya Pundi Sakinah101 
 
Nama Indikator Pencapaian 
Sholikah102 1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Solikah kesulitan 
untuk mendapatkan akses pinjaman dari lembaga keuangan. 
Namun setelah ada KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, beliau 
bisa mendapatkan akses modal dengan mudah, cepat, dan 
murah. Selain itu, beliau juga bisa mengelola keuangan 
dengan baik. 
2. Pendapatan  
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, pendapatan bersih 
jualan gorengan dan es Ibu Solikah sebesar Rp 50.000/hari. 
Namun setelah mendapatkan pembiayaan, pendapatan 
beliau bertambah menjadi Rp 100.000/hari. Karena selain 
                                                          
100 Muslimah, Anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Wawancara, Tuban, 02 April 2019. 
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berjualan di rumah, beliau juga berjualan di SD 
Muhammadiyah 2 Leran Kulon. 
3. Tabungan 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Sholikah 
mengalami kesulitan menyisihkan pendapatannya untuk 
ditabung. Karena harus memutar uang untuk keperluan 
sehari-hari, membeli bahan baku dagangan, dan 
menyekolahkan anak. Namun setelah mendapatkan 
pembiayaan beliau dapat menabung untuk kebutuhan yang 
akan datang dan menyisihkan uang untuk mengangsur 
pembiayaan. 
4. Konsumsi 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, konsumsi rumah tangga 
Ibu Sholikah untuk pembelian bahan baku dagangan masih 
terbatas. Namun setelah mendapatkan pembiayaan, beliau 
dapat meningkatkan jumlah konsumsi pembelian bahan 
baku untuk menambah varian produk yang akan dijual di 
dua tempat yaitu di rumah dan SD Muhammadiyah 2 Leran 
Kulon. 
5. Produksi 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Solikah hanya dapat 
memproduksi gorengan tiga varian saja yaitu tempe goreng, 
pisang goreng, dan ote-ote serta jumlah gorengan yang 
dijual sedikit. Namun setelah mendapatkan pembiayaan, 
modal untuk membeli bahan baku bertambah dan beliau 
dapat menambah volume produksi gorengannya sehingga ia 
juga dapat menjual lebih banyak produk gorengan yang 
berdampak pada kenaikan pendapatan. 
Sukeni103 1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Sukeni kesulitan 
untuk mendapatkan akses pinjaman dari lembaga keuangan. 
Namun setelah ada KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, beliau 
bisa mendapatkan akses modal dengan mudah, cepat, dan 
murah. Selain itu, beliau juga bisa mengelola keuangan 
dengan baik. 
2. Produksi 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Sukeni hanya dapat 
mengolah bubur kacang hijau 1,5 Kg dan bubur ketan hitam 
1 Kg untuk dijual di pasar leran. Namun setelah 
mendapatkan pembiayaan, beliau dapat menambah volume 
produksi jualan buburnya menjadi 3 Kg di setiap bubur. 
Dagangan bubur Ibu Sukeni menjual di dua tempat yakni 
beliau sendiri menjual di pasar leran kemudian suaminya 
menjual bubur di SD Leran Kulon 1 sehingga akan 
berdampak pada kenaikan pendapatan. 
3. Konsumsi 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, konsumsi rumah tangga 
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Ibu Sukeni untuk pembelian bahan baku masih terbatas. 
Namun setelah mendapatkan pembiayaan, beliau dapat 
meningkatkan jumlah konsumsi pembelian bahan baku 
untuk menambah volume produksi dagangan. 
4. Tabungan 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Sukeni sulit 
menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Namun setelah 
mendapatkan pembiayaan beliau dapat menabung untuk 
kebutuhan yang akan datang dan menyisihkan uang untuk 
mengangsur pembiayaan. 
5. Pendapatan  
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, pendapatan bersih Ibu 
Sukeni hanya sebesar Rp 100.000/hari. Namun setelah 
mendapatkan pembiayaan, pendapatan semakin meningkat 
sebesar Rp 250.000 sampai Rp 270.000 per hari. Selain itu, 
modal Ibu Sukeni juga semakin bertambah.  
Kasiyem104 1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Kasiyem kesulitan 
untuk mendapatkan akses pinjaman dari lembaga keuangan. 
Namun setelah ada KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, beliau 
bisa mendapatkan akses modal dengan mudah, cepat, dan 
murah. Selain itu, beliau juga dapat mengelola keuangan 
rumah tangga dengan baik. 
2. Pendapatan  
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, pendapatan bersih Ibu 
Kasiyem selama jualan kue apem, nagasari, dan cucur hanya 
sebesar Rp 50.000/hari. Namun setelah mendapatkan 
pinjaman modal usaha, pendapatan beliau dapat bertambah 
menjadi Rp 100.000/hari. 
3. Tabungan 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Kasiyem 
mengalami kesulitan untuk menyisihkan uangnya untuk 
ditabung. Karena harus memutar uang untuk keperluan 
sehari-hari, membeli bahan baku dagangan, dan 
menyekolahkan anak. Namun setelah mendapatkan 
pembiayaan beliau dapat menabung untuk kebutuhan yang 
akan datang dan menyisihkan uang untuk mengangsur 
pembiayaan. 
4. Konsumsi 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, konsumsi rumah tangga 
Ibu Kasiyem pembelian bahan baku masih terbatas. Namun 
setelah mendapatkan pembiayaan, beliau dapat 
meningkatkan jumlah konsumsi pembelian bahan baku 
untuk menambah jumlah olahan kue yang akan dijual. 
5.   Produksi 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Kasiyem hanya dapat 
memproduksi 20 biji kue masing-masing kue yang dijual 
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karena jumlah modal yang masih sedikit. Namun setelah 
mendapatkan pembiayaan, beliau dapat menambah volume 
produksi kuenya menjadi 40 biji masing-masing kue sehingga 
dapat meningkatkan jumlah produk yang dijual dan 
berdampak pada kenaikan pendapatan. 
Muslimah105 1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Muslimah mengalami 
kesulitan untuk mendapatkan akses pinjaman dari lembaga 
keuangan. Namun setelah ada KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, 
beliau bisa mendapatkan akses modal dengan mudah, cepat, 
dan murah. Selain itu, beliau juga bisa mengelola keuangan 
dengan baik. 
2. Pendapatan  
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, pendapatan bersih Ibu 
Muslimah dari jualan agar-agar, gorengan, dan nugget di 
rumah sebesar Rp 50.000/hari. Namun setelah mendapatkan 
pembiayaan, pendapatan beliau dapat bertambah menjadi Rp 
100.000/hari setelah menitipkan dagangannya di MI 
Nurussalam. 
3. Tabungan 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Muslimah mengalami 
kesulitan menyisihkan uangnya untuk ditabung. Karena harus 
memutar uang untuk membeli bahan-bahan serta memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Namun setelah mendapatkan 
pembiayaan beliau dapat menabung untuk kebutuhan yang 
akan datang dan menyisihkan uang untuk mengangsur 
pembiayaan. 
4. Konsumsi 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, konsumsi rumah tangga 
pembelian bahan baku masih terbatas. Namun setelah 
mendapatkan pembiayaan, beliau dapat meningkatkan jumlah 
konsumsi pembelian bahan baku untuk menambah jumlah 
produk yang akan dijual di tempat lain yaitu di MI 
Nurussalam. 
5.   Produksi 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Muslimah hanya 
dapat memproduksi agar-agar 20 cup, nugget dan gorengan 
dengan jumlah yang sedikit. Namun setelah mendapatkan 
pembiayaan, modal untuk membeli bahan baku jualan 
bertambah dan beliau dapat menambah volume produksi agar-
agar, nugget, dan gorengannya sehingga dapat menjual lebih 
banyak produk yang berdampak pada kenaikan pendapatan. 
Kusnul106 1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Kusnul kesulitan 
untuk mendapatkan akses pinjaman dari lembaga keuangan. 
Namun setelah ada KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, beliau bisa 
mendapatkan akses modal dengan mudah, cepat, dan murah. 
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Selain itu, beliau juga bisa mengelola keuangan rumah tangga 
dengan baik. 
2. Pendapatan  
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, pendapatan Ibu Kusnul 
dari hasil menjahit kurang lebih sebesar Rp 50.000/hari. 
Namun setelah mendapatkan pembiayaan, pendapatan 
menjahit bertambah kurang lebih menjadi Rp 150.000/hari. 
3. Tabungan 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Kusnul kesulitan 
untuk menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Karena 
penghasilan jahit juga tidak menentu dan harus memutar uang 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun setelah 
mendapatkan pembiayaan beliau dapat menabung untuk 
kebutuhan yang akan datang dan menyisihkan uang untuk 
mengangsur pembiayaan. 
4. Konsumsi 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, konsumsi rumah tangga 
Ibu Kusnul dikatakan pas-pasan dan untuk membeli bahan-
bahan keperluan jahit masih terbatas. Namun setelah 
mendapatkan pembiayaan, beliau dapat meningkatkan jumlah 
konsumsi rumah tangga dan bisa membeli keperluan jahit 
serta membeli mesin obras. 
5.  Produksi 
- Sebelum diberikan pembiayaan, dalam satu minggu produksi 
baju jahitan Ibu Kusnul bisa mencapai 3 pasang baju.  Namun 
setelah mendapatkan pembiayaan yang digunakan untuk 
membeli bahan-bahan jahitan seperti jarum dan benang serta 
membeli mesin obras produksi baju Ibu Kusnul bisa mencapai 
5 pasang baju dalam seminggu.  
Ibu Napsiyah107 1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Napsiyah mengalami 
kesulitan untuk mendapatkan akses pinjaman dari lembaga 
keuangan. Namun setelah ada KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, 
beliau bisa mendapatkan akses modal dengan mudah, cepat, 
dan murah. 
2. Pendapatan  
- Pendapatan Ibu Napsiyah sebagai petani tidak bisa diukur, 
karena pendapatan dari hasil panen tergantung pada musim. 
Dalam artian jika musim panen padi atau jagung mahal maka 
pendapatan juga akan besar. Namun jika sebaliknya maka 
pendapatan juga mengikuti atau bisa dikatakan standar.   
3. Tabungan 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, Ibu Napsiyah sudah bisa 
menabung karena hasil panen kurang lebih 3 bulan sekali bisa 
diputar untuk membeli kebutuhan tani, memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, dan menyekolahkan anak walaupun hasil panen 
tidak menentu. Untuk sisa dari hasil panen setelah rumah 
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tangga Ibu Napsiyah memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
tersebut dapat dimasukkan ke dalam buku tabungan. 
4. Konsumsi 
- Sebelum mendapatkan pembiayaan, konsumsi rumah tangga 
serta pembelian keperluan tani masih terbatas. Namun 
setelah mendapatkan pembiayaan, beliau dapat 
meningkatkan konsumsi rumah tangga dan memenuhi 
kebutuhan tani. 
5. Produksi 
- Untuk sawah Ibu Napsiyah dengan luas kurang lebih satu 
hektar bisa menghasilkan panen kurang lebih 2-3 ton sekali 
panen. 
Sumber: Hasil Wawancara dengan Anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah  
 
 
3. Kendala-kendala yang Dihadapi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dalam 
Proses Pemberdayaan Ekonomi Perempuan  
Menurut penuturan para pengurus KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
memberikan pernyataan yang sama terkait dengan kendala-kendala yang 
dihadapi dalam proses pemberdayaan. Salah satu pengurus Ibu Ummi 
Salamah selaku ketua mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh 
koperasi dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan antara lain: 
pertama, faktor pengurus yaitu kurang tersedianya sumber daya manusia 
yang berkualiatas sebagai pendamping usaha anggota. Hal ini dikarenakan 
oleh keterbatasan ilmu koperasi syariah bagi pengurus dalam artian 
pelatihan yang diikuti masih dalam ilmu dasardan KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah masih tergolong koperasi pemula dan berskala kecil. Sehingga 
dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh KSPPS Cahaya 



































Pundi Sakinah hanya sebatas memberikan bantuan pinjaman dana kepada 
anggota berupa pembiayaan modal kerja.108 
Kedua, faktor anggota. Kendala dari faktor anggota dalam proses 
pemberdayaan adalah penyalahgunaan penggunaan pinjaman modal usaha. 
Terdapat anggota yang mengajukan pembiayaan mud{a<rabah yang mana 
seharusnya digunakan untuk kebutuhan produktif namun untuk kebutuhan 
konsumtif. Hal ini didasarkan dari 62 anggota koperasi terdapat 3 anggota 
di tahun 2019 yang menggunakan dana pinjaman tersebut untuk belanja 
kebutuhan pokok serta belanja kebutuhan anak sekolah seperti membeli 
seragam, sepatu, alat tulis dan sebagainya. Dari ketiga anggota tersebut, 
pengurus mengetahui bahwa mereka tergolong dalam keluarga miskin yang 
memiliki pendapatan usaha tidak menentu dan menjadi tulang punggung 
keluarga. Maka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan memenuhi 
kebutuhan usaha, ketiga anggota tersebut menggunakan sebagian dananya 
untuk memenuhi kebutuhan konsumtif keluarga.Sehingga dalam hal ini, 
permasalahan penggunaan pinjaman usaha yang tidak digunakan 
semestinya bisa saja terjadi mengingat tidak ada pendampingan dari pihak 
pengurus koperasi untuk mengawasi penggunaan dana pinjaman apakah 
digunakan untuk keperluan produktif atau keperluan konsumtif.109 
Kendala dari faktor anggota yang lainnya adalah kurang lancarnya 
anggota dalam mengangsur pinjaman. Beliau mengungkapkan bahwa di 
tahun 2019 terdapat 3 orang dari 62 anggota koperasi yang dikatakan 
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kurang lancar dalam pengangsuran pembiayaan. Dari permasalahan 
tersebut dapat dikatakan menjadi penghambat dalam proses penyaluran 
dana kepada anggota lain mengingat modal yang dimiliki terbatas. 
Sementara itu, terkait dengan pengangsuran pihak koperasi sendiri sudah 
memberikan kemudahan kepada anggota yang mengalami kesulitan 
mengangsur akan diberikan tenggang waktu untuk melunasi tunggakan. 
Selain itu, pihak koperasi juga memberikan kemudahan bagi mereka untuk 
mencicil angsuran di tiap minggu sampai bulan tersebut lunas. Akan tetapi, 
permasalahan pembiayaan bermasalah masih sering terjadi walaupun sudah 
ada kemudahan pengangsuran dari KSPPS itu sendiri. Dari beberapa 
kendala-kendala yang disebabkan oleh anggota, pihak koperasi akan 
memberikan himbauan dengan mengingatkan anggota-anggota tersebut 
secara kontinu serta mendatangi setiap anggota yang bermasalah untuk 
memberikan pemahaman sesuai dengan prosedur. Dari beberapa anggota 
yang bermasalah, jika tetap memiliki problem yang sama pihak koperasi 
akan memberikan pelatihan khusus agar anggota tersebut tidak mengulangi 
perbuatan yang dapat menghambat proses pemberdayaan ekonomi 
perempuan.110 
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ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI 
PROGRAM SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) DI KSPPS 
CAHAYA PUNDI SAKINAH DESA LERAN KULON, KECAMATAN 
PALANG, KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 
 
A. Analisis Peranan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dalam 
Upaya Meningkatkan Perekonomian Anggota Aisyiyah di KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban 
Untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai oleh KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi 
perempuan, maka peneliti mengumpulkan data-data dan survei dengan 
mengadakan wawancara mendalam dengan enam anggota koperasi yang 
pernah mengajukan pembiayaan mud{a<rabah guna mengembangkan usahanya. 
Dari keenam anggota pembiayaan mud{a<rabah, memberikan pernyataan bahwa 
program SPP memberikan peran penting bagi perekonomian keluarganya.  
Pada bab sebelumnya dapat kita ketahui peranan program SPP bagi 
perekonomian anggota Aisyiyah dapat dilihat pada tabel 3.8 mengenai 
indikator dampak pemberdayaan ekonomi perempuan anggota KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah. Pada tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa program SPP 
memberikan dampak pada perekonomian anggota dilihat dari beberapa 
indikator antara lain peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM, pendapatan, 



































tabungan, konsumsi, dan produksi. Indikator-indikator tersebut telah 
disesuaikan peneliti di lapangan dengan menggunakan teori Ridwan 
Mas’ud.111 Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pencapaian keberhasilan 
program SPP terhadap kelangsungan usaha anggota, peneliti mencoba 
mengkaji dengan menggunakan indikator-indikator dampak pemberdayaan 
sebagai berikut: 
1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM 
Pada variabel ini, peneliti dapat membuktikan bahwa terdapat 
hubungan antara program SPP dan peningkatan kualitas dan kapabilitas 
SDM. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sholikah sebagai anggota 
yang menerima pinjaman dari program SPP menyatakan bahwa sebelum 
adanya pembiayaan dari KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, beliau kesulitan 
untuk mendapatkan akses pinjaman modal usaha dari lembaga keuangan 
serta mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan rumah tangga. 
Namun setelah mendapatkan pembiayaan, dalam ekonomi keluarga Ibu 
Sholikah menunjukkan bahwa ada peningkatan akses layanan keuangan 
serta ada peningkatan dari pihak Ibu Sholikah untuk mengelola keuangan 
dengan baik. Sehingga dapat diketahui bahwa program SPP memiliki 
peran penting terhadap perekonomian anggota yaitu memberikan 
peningkatan kualitas dan kapabilitas anggota itu sendiri. 
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Pada variabel ini, peneliti dapat membuktikan bahwa terdapat 
hubungan antara program SPP dan peningkatan pendapatan. Dari hasil 
wawancara peneliti dengan anggota yang mendapatkan pembiayaan 
mengalami peningkatan pendapatan. Ibu Sholikah pedagang gorengan dan 
es yang setelaah mendapatkan pembiayaan, pendapatan bersihnya 
meningkat dari Rp 50.000/hari menjadi Rp 100.000/hari. Pendapatan 
bersih Ibu Sukeni sebagai pedagang bubur kacang hijau dan bubur ketan 
hitam dari Rp 100.000/hari menjadi Rp 250.000. pendapatan bersih Ibu 
Kasiyem dari Rp 50.000/hari menjadi Rp 100.000/hari. Kemudian 
pendapatan bersih Ibu Muslimah setelah mendapatkan pembiayaan 
mengalami peningkatan pendapatan dari Rp 50.000/hari menjadi Rp 
100.000. sedangkan pendapatan bersih Ibu Kusnul meningkat dari Rp 
50.000/hari menjadi Rp 100.000/hari. Melihat dari peningkatan 
pendapatan usaha mikro yang dijalankan oleh Ibu Sholikah, Ibu Sukeni, 
Ibu Muslimah, Ibu Kusnul, dan Ibu Kasiyem mengindikasikan bahwa 
indikator peningkatan pendapatan dan program SPP saling berhubungan 
dalam membantu perekonomian anggota pembiayaan.  
3. Tabungan 
Pada variabel ini, peneliti dapat membuktikan bahwa terdapat 
hubungan antara program SPP dan peningkatan tabungan. Dari hasil 
wawancara peneliti dengan Ibu Kasiyem sebagai anggota yang menerima 
pinjaman dari program SPP menyatakan bahwa sebelum mendapatkan 



































pembiayaan, Ibu Kasiyem mengalami kesulitan untuk menyisihkan 
uangnya untuk ditabung. Karena harus memutar uang untuk keperluan 
sehari-hari, membeli bahan baku dagangan, dan menyekolahkan anak. 
Namun setelah mendapatkan pembiayaan beliau dapat menabung untuk 
kebutuhan yang akan datang dan menyisihkan uang untuk mengangsur 
pembiayaan. Melihat dari kemampuan Ibu Kasiyem ketika menyisihkan 
pendapatannya untuk keperluan menabung menunjukkan bahwa program 
SPP memberikan dampak positif bagi perekonomian keluarga anggota 
bahwa yaitu dapat meningkatkan tabungan. Hal ini dapat diindikasikan 
dengan adanya peningkatan kemampuan Ibu Kasiyem dalam 
meningkatkan jumlah tabungannya yang sebelumnya beliau mengalami 
kesulitan untuk memutar uang dari hasil usahanya. 
4. Konsumsi 
Pada variabel ini, peneliti dapat membuktikan bahwa terdapat 
hubungan antara program SPP dan peningkatan pendapatan. Dari hasil 
wawancara peneliti dengan Ibu Muslimah sebagai anggota yang 
menerima pinjaman dari program SPP menyatakan bahwa sebelum 
mendapatkan pembiayaan, jumlah konsumsi rumah tangga dan konsumsi 
pembelian bahan baku masih terbatas. Namun setelah mendapatkan 
pembiayaan, beliau dapat meningkatkan jumlah konsumsi rumah tangga 
dan konsumsi pembelian bahan baku guna meningkatkan kualitas rumah 
tangga dan menambah jumlah produk yang akan dijual. Melihat adanya 
peningkatan jumlah konsumsi rumah tangga pengusaha mikro 



































mengindikasikan bahwa indikator peningkatan konsumsi dan program 
SPP saling berhubungan dalam membantu perekonomian anggota 
pembiayaan. 
5. Produksi  
Pada variabel ini, peneliti dapat membuktikan bahwa terdapat 
hubungan antara program SPP dan peningkatan produksi. Dari hasil 
wawancara peneliti dengan Ibu Kasiyem sebagai anggota yang menerima 
pinjaman dari program SPP menyatakan bahwa sebelum mendapatkan 
pembiayaan, Ibu Kasiyem hanya dapat memproduksi 20 biji masing-
masing produk kue yang dijual antara lain kue apem, kue nagasari, dan 
cucur karena jumlah modal yang masih terbatas. Namun setelah 
mendapatkan pembiayaan, beliau dapat menambah volume produksi 
kuenya menjadi  40 biji masing-masing kue sehingga dapat meningkatkan 
jumlah produk yang dijual dan berdampak pada kenaikan pendapatan. 
Melihat adanya peningkatan jumlah produksiusaha, dapat ditunjukkan 
dengan adanya peningkatan jumlah modal usaha dan volume produksi, 
sehingga dalam hal ini terdapat keterkaitan antara indikator peningkatan 
produksi dan program SPP dalam upaya membantu perekonomian 







































B. Analisis Kendala-kendala yang Dihadapi oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dalam Proses 
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 
Kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
dalam proses pemberdayaan telah disebutkan pada bab sebelumnya yang 
dijelaskan oleh Ibu Ummi Salamah selaku ketua KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah bahwa kendala yang dihadapi oleh koperasi dalam proses 
pemberdayaan ekonomi perempuan antara lain: pertama, faktor pengurus yaitu 
kurang tersedianya sumber daya manusia yang berkualiatas sebagai 
pendamping usaha anggota. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan ilmu 
koperasi syariah bagi pengurus dalam artian pelatihan yang diikuti masih 
dalam ilmu dasar dan KSPPS Cahaya Pundi Sakinah masih tergolong koperasi 
pemula dan berskala kecil. Sehingga dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi 
yang dilakukan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah hanya sebatas memberikan 
bantuan pinjaman dana kepada anggota berupa pembiayaan modal 
kerja.Sebuah usaha memang sangat membutuhkan SDM yang andal, maka 
jika suatu usaha minim sumber daya manusia akan menghambat kemajuan 
usaha sendiri. Melihat dari permasalahan SDM di KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah seharusnya lebih ditingkatkan lagi mengikuti kegiatan pelatihan agar 
proses pemberdayaan tidak terhambat. Selain itu juga perlu ditingkatkannya 
para pengurus mendalami ilmu tentang koperasi syariah agar pelaksanaan 
program pemberdayaan ekonomi perempuan benar-benar disesuaikan dengan 
syariat Islam. 



































Kedua, faktor anggota. Kendala dari faktor anggota dalam proses 
pemberdayaan adalah penyalahgunaan penggunaan pinjaman modal usaha. 
Terdapat anggota yang mengajukan pembiayaan mud{a<rabah yang mana 
seharusnya digunakan untuk kebutuhan produktif namun untuk kebutuhan 
konsumtif. Hal ini didasarkan dari 62 anggota koperasi terdapat 3 anggota di 
tahun 2019 yang menggunakan dana pinjaman tersebut untuk belanja 
kebutuhan pokok serta belanja kebutuhan anak sekolah seperti membeli 
seragam, sepatu, alat tulis dan sebagainya. Dari ketiga anggota tersebut, 
pengurus mengetahui bahwa mereka tergolong dalam keluarga miskin yang 
memiliki pendapatan usaha tidak menentu dan menjadi tulang punggung 
keluarga. Maka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan memenuhi 
kebutuhan usaha, ketiga anggota tersebut menggunakan sebagian dananya 
untuk memenuhi kebutuhan konsumtif keluarga. Sehingga dalam hal ini, 
permasalahan penggunaan pinjaman usaha yang tidak digunakan semestinya 
bisa saja terjadi mengingat tidak ada pendampingan dari pihak pengurus 
koperasi untuk mengawasi penggunaan dana pinjaman apakah digunakan 
untuk keperluan produktif atau keperluan konsumtif. Sebagai agen 
pemberdayaan ekonomi perempuan, KSPPS Cahaya Pundi Sakinah seharusnya 
tidak hanya memberikan pinjaman modal kerja saja, melainkan harus 
melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan dana 
tersebut apakah digunakan semestinya yaitu untuk pengembangan usaha 
mikro. Hal tersebut seharusnya dilakukan oleh koperasi untuk mengurangi 



































pengurangan penyelewengan penggunaan dana oleh anggota yang mana harus 
digunakan untuk kebutuhan produktif. 
Kendala dari faktor anggota lainnya adalah kurang lancarnya anggota 
dalam mengangsur pinjaman. Beliau mengungkapkan bahwa di tahun 2019 
terdapat 3 orang dari 62 anggota koperasi yang dikatakan kurang lancar dalam 
pengangsuran pembiayaan. Dari permasalahan tersebut dapat dikatakan 
menjadi penghambat dalam proses penyaluran dana kepada anggota lain 
mengingat modal yang dimiliki terbatas. Sementara itu, terkait dengan 
pengangsuran pihak koperasi sendiri sudah memberikan kemudahan kepada 
anggota yang mengalami kesulitan mengangsur akan diberikan tenggang 
waktu untuk melunasi tunggakan. Selain itu, pihak koperasi juga memberikan 
kemudahan bagi mereka untuk mencicil angsuran di tiap minggu sampai bulan 
tersebut lunas. Akan tetapi, permasalahan pembiayaan bermasalah masih 
sering terjadi walaupun sudah ada kemudahan pengangsuran dari KSPPS itu 
sendiri. Dari beberapa kendala-kendala yang disebabkan oleh anggota, pihak 
koperasi akan memberikan himbauan dengan mengingatkan anggota-anggota 
tersebut secara kontinu serta mendatangi setiap anggota yang bermasalah 
untuk memberikan pemahaman sesuai dengan prosedur. Dari anggota yang 
bermasalah, jika tetap memiliki problem yang sama pihak koperasi akan 
memberikan pelatihan khusus agar anggota tersebut tidak mengulangi 
perbuatan yang dapat menghambat proses pemberdayaan ekonomi perempuan. 
Melihat dari tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh KSPPS 
Cahaya Pundi Sakinah menurut peneliti sudah efektif namun lebih efektif lagi 



































jika pihak koperasi memberikan sanksi tegas kepada anggota yang bermasalah 
berupa denda agar kasus tersebut tidak terjadi lagi.  
 
C. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Simpan Pinjam 
Khusus Perempuan (SPP) di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dalam Perspektif 
Ekonomi Islam 
Dalam menjalankan segala aktivitas pemberdayaan ekonomi perempuan 
lembaga keuangan syariah seperti KSPPS Cahaya Pundi Sakinah harus 
dilakukan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Dengan segala upaya dan 
keinginan kuat agar penerapannya sesuai yang dianjurkan oleh ekonomi Islam, 
dalam melalukan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui 
program simpan pinjam khusus perempuan (SPP), KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah berusaha semaksimal mungkin agar sesuai dengan syariat Islam.  
Dari hasil perhitungan pembiayaan mud{a<rabah, peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa sistem perhitungan bagi hasil KSPPS Cahaya Pundi 
Sakinah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-
MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil di lembaga keuangan 
syariah yang mengatakan bahwa pada dasarnya LKS boleh menggunakan bagi 
hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) dalam pembagian 
hasil usaha dengan mitra anggotanya. Pada operasionalnya, sistem yang 
digunakan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah menggunakan profit sharing 
dalam pembagian hasil usaha dengan anggotanya. 



































Berdasarkan mekanisme pelaksanaan pemberdayaan ekonomi 
perempuan melalui program SPP yang didapatkan oleh peneliti dari hasil 
penelitian, dapat kita kaji dengan menggunakan prinsip-prinsip pemberdayaan 
dalam Islam yang dikemukakan oleh Adib Susilo yang terdiri dari lima prinsip 
antara lain: prinsip Al-‘Adl (keadilan), prinsip persamaan, prinsip partisipasi, 
prinsip penghargaan terhadap etos kerja dan prinsip ta’awun (tolong 
menolong).112 
1. Prinsip Al-‘Adl (Keadilan) 
Prinsip keadilan disini diartikan yaitu meletakkan sesuatu pada 
tempatnya atau tidak berat sebelah. Prinsip keadilan yang diterapkan di 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah terletak dalam akad pembiayaan 
mud{a<rabah yaitu mengenai keuntungan (nisbah bagi hasil) antara kedua 
belah pihak. Dalam pembagian nisbah bagi hasil yang diberikan oleh 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah (shahibul maal) kepada anggota (mud{a<rib) 
sudah ditentukan di awal perjanjian yaitu sebesar 65% (anggota) dan 35% 
(KSPPS). Dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak saling ridha satu 
sama lain artinya tidak ada perdebatan terkait dengan pembagian nisbah 
bagi hasil tersebut meskipun penghasilan usaha anggota tidak seterusnya 
mengalami peningkatan karena hal tersebut wajar dalam ekonomi. 
 
 
                                                          
112Adib Susilo, “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam”, FALAH: Jurnal Ekonomi 
Syariah, Vol. 1 No. 02 (Agustus 2016), 206. 
 



































2. Prinsip Persamaan 
Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi, KSPPS 
Cahaya Pundi Sakinah berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan 
mewujudkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. KSPPS Cahaya 
Pundi Sakinah bersedia menolong siapa saja kaum perempuan yang ingin 
memperbaiki taraf hidupnya tanpa memandang ras, suku, dan budaya 
karena dihadapan Allah SWT semua kedudukan manusia itu sama, tidak 
ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia dalam hak dan 
kewajiban. 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah (shahibul maal) berkewajiban 
memberikan modal 100% kepada anggota (mud{a<rib) untuk mengelola 
dana yang diberikan, begitupula dengan anggota yang berkewajiban untuk 
membayar angsuran dari pembiayaan modal kerja kepada koperasi. Dalam 
prinsip persamaan, KSPPS Cahaya Pundi Sakinah tidak membedakan 
antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, artinya semua 
anggota berhak mendapatkan pinjaman modal kerja dari koperasi karena 
untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan keluarga 
anggotanya. 
3. Prinsip Partisipasi 
Prinsip partisipasi adalah proses aktif keterlibatan dari masyarakat 
untuk melakukan proses pembangunan atau disebut sebagai 
pemberdayaan. Dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan, KSPPS 
Cahaya Pundi Sakinah melibatkan peran serta anggota secara langsung 



































untuk selalu terlibat dalam proses pemberdayaan. Melalui pemberian 
bantuan modal kerja kepada kaum perempuan mengindikasikan bahwa 
koperasi dan anggota ingin maju bersama memajukan UMKM. Karena 
jika dalam proses pemberdayaan tanpa melibatkan salah satu pihak, baik 
itu pihak koperasi atau pihak anggota maka proses pemberdayaan akan 
mengalami kegagalan dan anggota akan selalu berada dalam fase kurang 
berdaya. Maka dari itu, untuk menghindari permasalahan itu terjadi kedua 
belah pihak harus saling melengkapi agar proses pemberdayaan dapat 
tercapai. 
4. Prinsip Penghargaan Terhadap Etos Kerja 
Pada prinsip ini, dengan bantuan pinjaman modal kerja dari KSPPS 
Cahaya Pundi Sakinah akan mendorong anggotanya untuk bekerja dan 
berusaha untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu meningkatnya 
kesejahteraan dalam perekonomian keluarga. Pada prinsip etos kerja ini, 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah memberikan sarana berupa motivasi dan 
dorongan agar kaum perempuan mau bekerja, berusaha dan mencari rezeki 
agar mereka menjadi lebih berdaya, mandiri, dan dapat membantu 
suaminya dalam perekonomian keluarga. Dengan pemberian modal kerja 
kepada kaum perempuan untuk melakukan kegiatan produktif merupakan 
sebuah dorongan kepada mereka agar melepaskan diri dari permasalahan 
kemiskinan. Ketika kaum perempuan tersebut mampu untuk bekerja, 
mandiri, dan mendapatkan penghasilan sendiri maka ia dapat tergolong 



































sebagai masyarakat yang aktif dalam ekonomi keluarga maka masalah 
ketidaksetaraan gender akan hilang.  
5. Prinsip Ta’awun (Tolong Menolong) 
Dalam prinsip ta’awun, KSPPS Cahaya Pundi Sakinah sebagai 
shahibul maal membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses 
modal melalui pembiayaan mud{a<rabah. Akad mud{a<rabah yang diterapkan 
dalam KSPPS Cahaya Pundi Sakinah diberikan kepada anggota yang 
mengajukan pembiayaan kepada koperasi tanpa menggunakan jaminan. 
Maka jika anggota kesulitan mengangsur pihak koperasi memberikan 
kelonggaran waktu dan kemudahan untuk menyicil angsuran tiap minggu 
di bulan tersebut sampai tunggakan di bulan tersebut lunas. Dari 
pemberian kemudahan tersebut, KSPPS Cahaya Pundi Sakinah sudah 
menerapkan prinsip tolong menolong kepada anggota yang mengalami 
kesulitan dalam pengangsuran. Sementara itu, prinsip tolong menolong 
koperasi yang lainnya adalah dengan menumbuhkembangkan rasa sosial. 
Hal ini dilakukan dengan memberikan santunan kepada anggota yang 
sakit (opname) sebesar Rp 100.000, memberi santunan kepada anggota 
yang meninggal dunia sebesar Rp 150.000, dan memberikan santunan 
kepada anggota yang melahirkan sebesar Rp 100.000. 
Berdasarkan hasil analisis peneliti di lapangan terkait dengan 
pelaksanaan program SPP KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dalam kegiatan 
pemberdayaan ekonomi perempuan sudah sesuai dengan perspektif 
ekonomi Islam. Hal ini didasari pada perhitungan pembiayaan mud{a<rabah 



































sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-
MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil di lembaga keuangan 
syariah dimana dalam operasionalnya koperasi menggunakan profit 
sharing. Kemudian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi 
perempuan melalui program SPP dianalisis dengan menggunakan teori 
Adib Susilo menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi 
perempuan sudah sesuai dengan praktek dan teori ekonomi Islam.





































Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 
pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi mengenai 
tinjauan perspektif ekonomi Islam mengenai pemberdayaan ekonomi 
perempuan melalui program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di 
KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Program SPP berperan dalam perekonomian keluarga anggota Aisyiyah 
karena dapat meningkatkan dan memajukan usaha mikro yang dijalankan 
oleh anggota. Terjadi peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM, 
pendapatan, tabungan, konsumsi, dan produksi yang mana merupakan 
indikator dampak pemberdayaan ekonomi anggota setelah mendapatkan 
program SPP dari KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. Peningkatan tersebut 
terjadi karena pembiayaan modal kerja telah digunakan oleh anggota 
dengan semestinya yaitu untuk keperluan produktif.  
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dalam 
proses pemberdayaan antara lain: pertama adalah faktor pengurus yaitu 
kurang tersedianya SDM yang berkualiatas sebagai pendamping usaha 
anggota. Kedua adalah faktor anggota yaitu penyalahgunaan penggunaan 



































pinjaman modal usaha dan kurang lancarnya anggota dalam mengangsur 
pinjaman. 
3. Program SPP yang dijalankan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah sudah 
sesuai dengan prinsip pemberdayaan ekonomi perempuan dalam 
perspektif ekonomi Islam seperti perhitungan pembiayaan mud{a<rabah, 
pembagian nisbah bagi hasil dan modal kerja. Perhitungan pembiayaan 
mud{a<rabah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.15/DSN-
MUI/IX/2000 dimana KSPPS Cahaya Pundi Sakinah menggunakan profit 
sharing dalam proses bagi hasil dengan anggota. Prinsip-prinsip 
pemberdayaan ekonomi perempuan yang diterapkan dalam perspektif 
ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip 
partisipasi, prinsip etos kerja, dan prinsip ta’awun. 
 
B. Saran 
1. Bagi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah 
Bagi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah diharapkan dapat meningkatkan 
cara pemberdayaan ekonomi terhadap kaum perempuan yaitu dengan cara 
menambahkan program lanjutan seperti pendampingan, pelatihan, dan 
pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota. Hal ini 
diharapkan agar UMKM yang dijalankan oleh anggota cepat mengalami 
perkembangan serta mengurangi penyelewangan penggunaan dana modal 
kerja yang dilakukan oleh anggota agar digunakan sesuai dengan 
semestinya.  




































2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti masih jauh dari kata 
kesempurnaan, sehingga penulis berharap untuk peneliti selanjutnya dapat 
mengupas lebih dalam mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan 
melalui program SPP dalam perpektif ekonomi Islam. Dikarenakan 
keterbatasan peneliti dalam menggali informasi tentang pemberdayaan 
ekonomi perempuan, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut dapat 
menjadi kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi 
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